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PUTUSAN
Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

) JE‘-“/:&——«J
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim
telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugat Waris yang diajukan
oleh:

Acam bin Djakim, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian
Lepas, alamat Kp. Warung Bambu RT.002 RW.009, Desa
Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat I;

Amud bin Icin, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
alamat Kp. Warung Bambu RT.001 RW.009 Desa Telaga
Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat Il;

lyam bin Icin, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, alamat Kp.
Warung Bambu RT.001 RW.009 Desa Telaga Murni,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi
Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat lil;

lyam bin Icin, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, alamat Kp.
Warung Bambu RT.001 RW.009 Desa Telaga Murni,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi

Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat Il, Penggugat Il dan Penggugat IV
disebut sebagai Para Penggugat;
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Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DEVI FIRMANSYAH, S.H
dan BAHARUDDIN RITONGA, S.H. Advokat dari Kantor
DEVI FIRMANSYAH, S.H & PARTNERS, alamat JI. Haji Khaiman No.3
Kelurahan Rawabunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur yang dalam
hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
005/Pdt.G.Wrs/Adv.DF/V/2023 Tertanggal 16 Mei 2023, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam
register Nomor 715/Adv/V/2023/PA.Ckr, tertanggal 25 Mei 2023,
selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;
Melawan
1. Hj. Patimah binti H. Nalih, umur 63 tahun, agama Islam, alamat Kp.
Cikarang Jati, RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat;

2. Ihsan alias Camat bin Main, agama Islam, Kp. Cikarang Jati, RT.003
RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

3. Amih binti Main, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.002
RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat II;

4. Ame binti Main, Perempuan, agama Islam, alamat Kp.Warung Bambu
RT.002 RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat lll;

5. Hj. E. Khoerunnisa binti Main, umur 51 tahun, agama Islam,
pekerjaan Guru, alamat Kampung Cikarang Jati, RT.003 RW.006 Desa

Hal. 2 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa

Barat, selanjutnya disebut sebagai sebagai Turut Tergugat IV;

6. Emih binti Main, agama Islam, alamat Kp.Warung Bambu RT.001
RW.009, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat V;

7. Eti binti Main, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.001
RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut

Tergugat VI;

8. Mastuti binti Main, agama Islam, alamat Perumahan Telaga Harapan
Blok J No.5 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut

Tergugat VIl;

9. Kamal bin Main, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.001
RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut

Tergugat VIil;

10. Sarip bin Main, agama Islam, alamat Kp. Warung Bambu RT.001
RW.009 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut

Tergugat IX;

11. Hj. Isem binti H. Kinin, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan
Dagang, Alamat Kampung Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa
Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi

Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X;
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12. Gembor bin H. Kinin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, alamat Kampung Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa
Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi

Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;

13. Kinah binti H. Kinin, umur 71 tahun, agama Islam, alamat Kp. Bojong
Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut
sebagai Turut Tergugat XII;

14. Eem bin H. Kinin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, alamat Kampung Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa
Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi
Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XiIil;

15. Casanah binti H. Kinin, umur 70 tahun, agama Islam, alamat Kp.
Bojong Koneng RT.004 RW.002 Desa Telaga Murni, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya
disebut sebagai Turut Tergugat XIV;

16. Omay Komarudin bin H. Kinin, umur 52 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Bojong Koneng RT.004 RW.002
Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi,

Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XV;

17. Marsha Safinatun Naja binti H. M. Yusro, umur 22 tahun, agama
Islam, pekerjaan Mahasiswi, Alamat Kp. Warung Bongkok RT.007
RW.008 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten
Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat XVI;
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18. Sahla binti H. M. Yusro, umur 16 tahun, agama Islam, alamat Kp.
Warung Bongkok RT.007 RW.008 Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya

disebut sebagai Turut Tergugat XVII;

19. Arsih binti Jaharim, umur 52 tahun, agama Islam, alamat Kp.
Burangkeng RT.006 RW.006 Desa Ciledug, Kecamatan Setu,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat XVIII;

20. Eer binti Jaharim, umur 50 tahun, agama Islam, alamat Kp.
Burangkeng RT.006 RW.006 Desa Ciledug, Kecamatan Setu,
Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat XIX;

21. Sayono bin Jaharim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan swasta, alamat Kp. Burangkeng RT.006 RW.006 Desa
Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XX;

22. Ocah binti Jaharim, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan swasta, alamat Kp. Burangkeng RT.006 RW.006 Desa
Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,

selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XXI;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat
111, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat
VI, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut
Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, telah memberikan
kuasa kepada Ahmad Farhan Qodumi, S.Sy.M.H, Bayu llham Kuncoro,
S.H, M.H dan Elliani Fikriyah, S.H Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor
pada Kantor Hukum BIK AND PARTNERS yang beralamat di Kp.
Cikedokan RT 004/RW 011, Desa Sukadanu, Kecamatan Cikarang Barat,
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Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.67/KH.BIK/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor
773/Adv/VI/2023/PA.Ckr, tertanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut
sebagai Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,
Turut Tergugat lll, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat
VI, Turut Tergugat VIl, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut
Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat
XXI;

Dalam hal ini Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XIl, Turut
Tergugat XIll, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI,
Turut Tergugat XVII, telah memberikan kuasa kepada H. DANI BAHDANI,
S.H., ZULKIFLI MAHAFATNA, S.H., DONI ANTARES IRAWAN,S.H. dan
TAUFIK KURACHMAN, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum “DANI BAHDANI & REKAN”, berkedudukan Kantor di
Ruko No.13-14 Jalan Transyogi, Cibubur, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan
Jatisampurna, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Juni
2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang
tercatat dalam register Nomor 1039/Adv/VI11/2023/PA.Ckr, tertanggal 10
Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Turut
Tergugat X, Turut Tergugat Xl, Turut Tergugat Xll, Turut Tergugat XIil,
Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut
Tergugat XVII;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut
Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat

gugatannya pada tanggal 19 Mei 2023 yang telah terdaftar di
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor

1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 25 Mei 2023, telah mengajukan gugatan

Waris terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut

Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut

Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X,

Turut Tergugat Xl, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat Xlll, Turut Tergugat

XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Tergugat

XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, dengan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan sesuai syariat agama Islam antara H.
Hasan bin Djakim dengan Hj. Patimah binti H. Nalih sebagaimana
Surat Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung
pada tanggal 03 Agustus 1968;

2. Bahwa dari perkawinan antara H. Hasan dengan Hj. Patimah tidak
dikaruniai anak sehingga Almarhum H. Hasan telah mengasuh 2 (dua)
orang anak bernama:
2.1.Hj. E. Khoirunnisa binti Main (anak kandung Almarhumah Samih

binti Djakim).
2.2.H. M. Yusro bin H. Kinin (anak kandung Almarhumah Hj. Komboy
bin Djakim).
Bahwa menurut agama Islam Anak Asuh bukan sebagai Ahli Waris, oleh
karena itu kedudukan Hj. E. Khoerunisa binti Main dan Almarhum H. M.
Yusro bin H. Kinin dalam perkara ini bukan sebagai Ahli Waris dari
Almarhum H. Hasan, melainkan sebagai Ahli Waris Pengganti dari
Almarhumah Samih dan Almarhumah Hj. Komboy;
3. Bahwa H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia pada tanggal 07
September 2017 dengan meninggalkan Ahli Waris:
3.1.Seorang Istri bernama Hj. Patimah binti H. Nalih.
3.2.Seorang Adik Kandung laki-laki bernama Acam bin Djakim/
Penggugat.

3.3.Tiga Orang Keponakan (In Casu Anak Almarhumah Armih binti
Djakim), yaitu:
1. Amud bin Icin (laki-laki).
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2. lyam bin Icin (laki-laki).
3. Hj. Yamabh binti Icin (Perempuan).
3.4.Empat Orang Keponakan (In Casu Anak Almarhumah Suroh binti
Djakim) bernama:
1. Arsih binti Jaharim (Perempuan).
2. Eer binti Jaharim (Perempuan).
3. Sayono bin Jaharim (laki-laki).
4. Ocah binti Jaharim (Perempuan).
3.5.Tujuh Orang Keponakan (In Casu Almarhumah Hj. Komboy binti
Djakim) yaitu:
. Hj. Isem binti H. Kinin (Perempuan).
. Gembor bin H. Kinin (laki-laki).
. Kinah binti H. Kinin (Perempuan).
Eem bin H. Kinin (laki-laki).

. Casanah binti H. Kinin (Perempuan).

o O~ W N P

. Omay Komarudin bin H. Kinin,
7. H. M. Yusro bin H. Kinin (laki-laki).

3.6.Sembilan Orang Keponakan (In Casu Almarhumah SAMIH Binti
DJAKIM) yaitu:

. Ihsan alias Camat bin Main (laki-laki).

. Amih binti Main (Perempuan).

. Ame binti Main (Perempuan).

Hj. E. Khoerunnisa binti Main (Perempuan).

. Emih binti Main (Perempuan).

. Eti binti Main (Perempuan).

. Mastuti binti Main (Perempuan).

0O N OO A W N R

. Kamal bin Main (laki-laki).
9. Sarip bin Main (laki-laki).

3.7.Bahwa H. M. Yusro telah meninggal dunia pada tahun 2018
dengan meninggalkan seorang Istri bernama Hj. Marlina serta 2
orang anak bernama:
4.1. Marsha Safinatun Naja binti H. M. Yusro (Perempuan).
4.2. Sahla binti H. M. Yusro (Perempuan).
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4. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti
tersebut diatas, Almarhum H. Hasan bin Djakim juga meninggalkan
harta berupa:

4.1.7 (tujuh) Unit Mobil Colt Diesel dan 1 (satu) Unit Toyota Kijang
INOVA.

4.2.Sebidang Tanah seluas 4.726 M? dengan Sertifikat Hak Milik
No.2429/Kalijaya, Surat Ukur N0.2202/998 yang diterbitkan BPN
Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember 1998 kepada atas nama
H. Hasan.

4.3.Sebidang Tanah seluas 3.601 M? dengan Sertifikat Hak Milik
No0.2430/Kalijaya, Surat Ukur No0.2203/1998 yang diterbitkan BPN
Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember 1998 kepada atas nama
H. Hasan.

4.4.Sebidang Tanah seluas 3.131 M? dengan Sertifikat Hak Milik
No0.2431/Kalijaya, Surat Ukur N0.2204/1998 yang diterbitkan BPN
Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember 1998 kepada atas nhama
H. Hasan.

4.5.Sebidang Tanah seluas 4.527 M? dengan Sertifikat Hak Milik
No0.2432/Kalijaya, Surat Ukur N0.2205/1998 yang diterbitkan BPN
Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember 1998 kepada atas hama
H. Hasan.

4.6.Sebidang Tanah seluas 696 M? dengan Sertifikat Hak Milik
No.2437/Kalijaya, Surat Ukur No0.2210/1998 yang diterbitkan BPN
Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember 1998 kepada atas hama
H. Hasan.

4.7.Sebidang Tanah seluas + 700 M? berikut bangunan yang berdiri
diatasnya, terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa

Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan

batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah Hj. Lasem
Sebelah Selatan : Tanah H . Burhanlioni
Sebelah Barat : Tanah lIbu Nemot
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4.8.Sebidang Tanah seluas + 1.500 M? berikut bangunan Sekolah
yang berdiri di atasnya, terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003
RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten

Bekasi dengan batas—batas :

Sebelah Utara : Tanah H Salam

Sebelah Timur : Tanah Bapak Didi
Sebelah Selatan : Jalan Proyek Perumahan
Sebelah Barat : Perumahan

4.9.Sebidang Tanah seluas + 3.500 M? berikut bangunan Sekolah
dan Penggilingan padi yang berdiri diatasnya, terletak di Desa
Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan
batas-batas:

Sebelah Utara : Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut)
Sebelah Timur : Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati

4.10.Sebidang Tanah seluas + 8.000 M? yang terletak di Desa
Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan

batas - batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Desel Ci Oong Sebelah
Selatan : Tanah Kavling

Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati

5. Bahwa harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim pada posita
point 4.1 sampai dengan 4.6 ternyata telah dijual oleh Tergugat |
setelah Almarhum H. Hasan meninggal dunia, sedangkan harta pada
point 4.7 sampai 4.10 tetap dikuasai oleh Tergugat dengan
bersama-sama Turut Tergugat IV;

6. Bahwa Kakak Kandung Almarhum H. Hasan bernama Armih telah
meninggal dunia tahun 1975, semasa hidupnya menikah dengan laki-
laki Bernama ICIN (Almarhum), dari pernikahan tersebut dikaruniai
3 orang anak, yaitu:

6.1. Amud bin Icin (laki-laki).
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6.2.lyam bin Icin (laki-laki).
6.3. Hj. Yamah binti Icin (Perempuan).

7. Bahwa Kakak Kandung Almarhum H. Hasan bernama Suroh
meninggal dunia tahun 1992, semasa hidupnya menikah dengan laki-
laki bernama Jaharim (Almarhum), dari pernikahan tersebut dikaruniai
4 orang anak, yaitu:

7.1. Arsih binti Jaharim (Perempuan).
7.2.Eer binti Jaharim (Perempuan).
7.3. Sayono bin Jaharim (laki-laki).
7.4.Ocah binti Jaharim (Perempuan).

8. Bahwa Kakak Kandung Almarhum H. Hasan bernama Hj. Komboy
telah meninggal dunia tahun 2007, semasa hidupnya menikah dengan
laki-laki bernama H. Kinin (Almarhum), dari pernikahan tersebut
dikaruniai 7 orang anak, yaitu:
7.1.Hj. Isem binti H. Kinin (Perempuan).
7.2.Gembor bin H. Kinin (laki-laki).
7.3.Kinah binti H. Kinin (Perempuan).
7.4.Eem bin H. Kinin (laki-laki).
7.5.Casanah binti H. Kinin (Perempuan).
7.6.0may Komarudin bin H. Kinin (laki-laki).

7.7.H. M. Yusro bin H. Kinin (laki-laki).

9. Bahwa Kakak Kandung Almarhum H. Hasan bernama Samih telah
meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021, semasa hidupnya menikah
dengan laki-laki bernama Main, dari pernikahan tersebut dikaruniai
9 orang anak, yaitu:
9.1.lhsan alias Camat bin Main (laki-laki).

9.2. Amih binti Main (Perempuan).

9.3. Ame binti Main (Perempuan).

9.4.Hj. E. Khoerunnisa binti Main (Perempuan).
9.5. Emih binti Main (Perempuan).

9.6. Eti binti Main (Perempuan).

9.7. Mastuti binti Main (Perempuan).

9.8. Kamal bin Main (laki-laki).
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9.9. Sarip bin Main (laki-laki).

10. Bahwa Adik Kandung H. Hasan bernama Acam bin Djakim masih
hidup.

11. Bahwa Anak Kandung Hj. Komboy bernama H. M. Yusro bin Kinin
telah meninggal dunia tahun 2018, dari perkawinannya dengan Hj.
Marlina dikaruniai 2 orang anak yaitu:

11.1. Marsha Safinatun Naja binti H. M. Yusro (Perempuan).
11.2. Sahla binti H. M. Yusro (Perempuan).

12. Bahwa anak kandung Almarhumah Suroh binti Djakim (Turut
Tergugat XVIII s/d XXI) pada Tanggal 12 Maret 2021 telah membuat
Surat Pernyataan yang intinya menolak dan tidak meminta harta
warisan dari Almarhum H. Hasan serta tidak keberatan diurus oleh
Ahli Waris nya yaitu Acam bin Djakim dkk / Para Penggugat;

13. Bahwa meskipun Turut Tergugat XVIII s/d XXI telah menolak harta
warisan dari Almarhum H. Hasan, akan tetapi karena Turut Tergugat
XVIII s/d XXI adalah Saudara Penggugat, maka mohon agar Turut
Tergugat XVIII s/d XXI ditetapkan sebagai Ahli Waris Pengganti
dari Aimarhumah Suroh binti Djakim;

14. Bahwa karena Turut Tergugat XVIII sampai dengan XXI telah menolak
warisan dari harta peninggalan Almarhum H. Hasan, maka mohon
agar bagian Turut Tergugat XVIII sampai Turut Tergugat XXI yang
didapat dari harta peninggalan Almarhum H. Hasan ditetapkan
menjadi hak Para Penggugat bersama Turut Tergugat | sampai Turut
Tergugat XVII sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Pasal 171 hurup (e) KHI: Harta waris adalah harta bawaan
ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk
keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian
untuk kerabat.

15. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, Tergugat dengan tanpa
sepengetahuan Para Penggugat telah membuat Surat Pernyataan
Waris yang tercatat di Kantor Desa Kalijaya Nomor:
474/04/Pem/11/2019 tanggal 27 Februari 2019 dan Kecamatan
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Cikarang Barat Nomor: 593/53/11/2019 Tanggal 28 Februari 2019 yang
menerangkan dari perkawinan antara Almarhum H. Hasan dengan H;.
Fatimah tidak mempunyai Keturunan dan hanya meninggalkan
seorang Istri bernama Hj. Fatimah/Tergugat;

16. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2019 yang dibuat oleh
Tergugat semula untuk keperluan Pembuatan Fatwa Waris di
Pengadilan Agama, akan ternyata pada kenyataannya surat tersebut
telah digunakan oleh Tergugat untuk menjual harta dari peninggalan
Almarhum H. Hasan bin Djakim yang terurai pada posita point 4.1
sampai dengan 4.6 kepada pihak lain;

17. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mencantumkan nama Para
Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris
Pengganti dari Almarhum H. Hasan bin  Djakim pada  Surat
Pernyataan  Waris  Tertanggal 27 Februari 2019 selain
bertentangan dengan hukum waris Islam juga merugikan Para
Penggugat terhadap harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin
Djakim sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu
“dalam hal terjadi cerai mati maka harta asal kembali kepada masing—
masing, sedangkan istri hanya berhak separuh dari harta gono gini
sehingga dalam kondisi apapun terkait harta gono-gini, istri bukan
satu-satunya Ahli Waris ”;

18. Bahwa berdasarkan posita point 17 diatas, maka Surat Pernyataan
Watris tertanggal 27 Februari 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum
karena tidak memuat Para Penggugat dan Para Turut Tergugat
sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H.
Hasan bin Djakim;

19. Bahwa sebelum Tergugat menjual harta peninggalan Almarhum
H. Hasan bin Djakim pada posita point 4.1 sampai 4.6 tersebut
diatas, terlebih dahulu Para Penggugat bersama-sama Turut Tergugat
XV telah mengajak Tergugat untuk bermusyawarah agar harta
peninggalan Almarhum H. Hasan dari point 4.1 sampai point 4.10
dibagi sesuai hukum waris Islam kepada seluruh Ahli Waris dan Ahli
Waris Pengganti dari Almarhum H. Hasan bin Djakim, akan tetapi
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tidak ditanggapi oleh Tergugat;

20. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat
mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Cikarang agar Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memutuskan hak dan bagian dari masing-masing Ahli Waris dan Ahli
Waris Pengganti dari harta peninggalan Almarhum H. Hasan pada
posita point 4.7 sampai 4.10 kepada Para Penggugat dan Para
Turut Tergugat serta kepada Tergugat;

21. Bahwa setelah Para Penggugat dan Tergugat dengan Turut Tergugat
menerima bagian masing-masing, maka mohon agar hak yang dan
bagian Turut Tergugat XVIII sampai Turut Tergugat XXI yang diterima
dari harta Peninggalan Almarhum H. Hasan ditetapkan menjadi hak
dan bagian Para Penggugat dengan Turut Tergugat | sampai Turut
Tergugat XVII sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum waris
Islam;

22. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti autentik, maka
sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya dapat
dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan atau
Kasasi;

23. Bahwa berhubung H. Hasan dengan kedua orang tuanya bernama
Djakim dan Munih beserta 4 Saudara Kandungnya bernama Armih,
Suroh, H. Komboy dan Samih telah meninggal dunia, maka Para
Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan Ahli Waris
Almarhum H. Hasan dan 4 saudara kandungnya yang telah meninggal
dunia menjadi sebagai berikut:

23.1. Ahli Waris H. Hasan bin Djakim, yaitu :
1. Hj. Patimah binti H. Nalih (Istri H. Hasan).
2. ACAM bin DJAKIM (Adik Kandung H. Hasan).
23.2. Ahli Waris Pengganti Almarhum H. Hasan dari Almarhumah
Armih binti Djakim:
1. Amud bin Icin (Keponakan H. Hasan).
2. lyam bin Icin (Keponakan H. Hasan).
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3. Hj. Yamabh binti Icin (Keponakan H. Hasan).
23.3. Ahli Waris Pengganti Almarhum H. Hasan dari Almarhumah
Suroh binti Djakim;
1. Arsih binti Jaharim (Keponakan H. Hasan).
2. Eer binti Jaharim (Keponakan H. Hasan).
3. Sayono bin Jaharim (Keponakan H. Hasan).
4. Oca bin Jaharim (Keponakan H. Hasan).
23.4. Ahli Waris Pengganti Almarhum H. Hasan dari Almarhumah
Hj. Komboy binti Djakim:
. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan).
. Gembor bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan).
. Kinah binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan).
Eem bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan).
. Casanah binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan).

o O~ W N P

. Omay Komarudin bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan).
7. H. M. Yusro bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan).

23.5. Ahli Waris Pengganti Almarhum H. Hasan dari Almarhumah
Samih binti Djakim:

. lhsan alias Camat bin Main (Keponakan H. Hasan).

. Amih binti Main (Keponakan H. Hasan).

. Ame binti Main (Keponakan H. Hasan).

Hj. E. Khoerunnisa binti Main (Keponakan H. Hasan).

. Emih binti Main (Keponakan H. Hasan).

. Eti binti Main (Keponakan H. Hasan).

. Mastuti binti Main (Keponakan H. Hasan).

. Kamal bin Main (Keponakan H. Hasan).

. Sarip bin Main (Keponakan H. Hasan).

24. Bahwa selain menetapkan Ahli Waris /Ahli Waris Pengganti dari
Pewaris, Para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar
menetapkan harta pada posita point 4.7 sampai dengan 4.10
tersebut di atas, berupa:

a. Sebidang Tanah seluas + 700 M? berikut bangunan yang berdiri
diatasnya, terletak di Kp.Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa
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Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan

batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah Hj. Lasem

Sebelah Selatan : Tanah H . Burhanudin

Sebelah Barat : Tanah lIbu Nemot

b. Sebidang Tanah seluas + 1.500 M? berikut bangunan Sekolah

yang berdiri diatasnya terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003
RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten

Bekasi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H Salam

Sebelah Timur : Tanah Bapak Didi
Sebelah Selatan : Jalan Proyek, Perumahan
Sebelah Barat : Perumahan

c. Sebidang Tanah seluas + 3.500 M? berikut bangunan Sekolah
dan Penggilingan padi yang berdiri diatasnya, terletak di Desa
Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan
batas-batas:

Sebelah Utara : Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut)
Sebelah Timur : Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati

d. Sebidang Tanah seluas + 8.000 M? yang terletak di Desa Kalijaya,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas -

batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Tanah Kavling
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati

Adalah harta peninggalan dari Aimarhum H. Hasan bin Djakim;

25. Bahwa selain menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti serta

menetapkan harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim, Para
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Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan
bagian masing-masing sesuai dengan hukum Faraid;

26. Bahwa berhubung harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim
pada posita point 4.7 sampai 4.10 dikuasai Tergugat dengan Turut
Tergugat IV, maka Para Penggugat mohon kepada siapapun yang
menguasai harta tersebut agar di hukum menyerahkan tanah tersebut
kepada Para Penggugat serta kepada Turut Tergugat |, II, lll, V, VI
sampai dengan Turut Tergugat XVII sesuai dengan hak dan bagiannya
masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka mohon
agar dilelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat
serta kepada Turut Tergugat | sampai Turut Tergugat XVII termasuk
kepada Tergugat sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;
Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti autentik, maka
sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya dapat
dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka
mohon Kepada Yang Mulia Majelis agar berkenan memutuskan sebagai
berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Almarhum H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia
pada tahun 2017;

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum H. Hasan bin Djakim adalah:
A.1.Hj. Patimah binti H. Nalih sebagai Istri Almarhum H. Hasan.
A.2.Acam bin Djakim sebagai Adik Kandung Almarhum H. Hasan.

B. Menetapkan Keponakan Almarhum H. Hasan bin Djakim sebagai
Ahli Waris Pengganti dari 4 saudara Kandungnya, yaitu sebagai
berikut:

1. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Armih binti
Djakim, adalah:
1.1. Amud bin Icin (Keponakan laki-laki).
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1.2.lyam bin Icin (Keponakan laki-laki).
1.3.Hj. Yamah binti Icin (Keponakan Perempuan).

2. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Suroh binti
Djakim, adalah:
2.1. Arsih binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
2.2. Eer binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
2.3. Sayono bin Jaharim (Keponakan laki-laki).
2.4. Ocah binti Jaharim (Keponakan Perempuan).

3. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Hj. Komboy binti
Djakim, adalah:
3.1. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
3.2. Gembor bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
3.3. Kinah binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
3.4. Eem bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
3.5. Casanah binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
3.6. Omay Komarudin bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
3.7. H. M. Yusro bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).

4. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Samih binti
Djakim, adalah:
4.1. Ihsan alias Camat bin Main (Keponakan laki-laki).
4.2. Amih binti Main (Keponakan Perempuan).
4.3. Ame binti Main (Keponakan Perempuan).
4.4. Hj. E. Khoerunnisa binti Main (Keponakan Perempuan).
4.5. Emih binti Main (Keponakan Perempuan).
4.6. Eti binti Main (Keponakan laki-laki).
4.7. Mastuti binti Main (Keponakan Perempuan).
4.8. Kamal bin Main (Keponakan laki-laki).
4.9. Sarip bin Main (Keponakan laki-laki).

5. Sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. M. YUSRO bin H. Kinin
adalah:
5.1. Marsyak Shofinatun binti H. M. Yusro (Perempuan).
5.2. Shala binti H. M. Yusro (Perempuan).

6. Menyatakan Almarhumah Armih binti Djakim telah meninggal
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dunia tahun 1975.

7. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Armih binti Djakim, adalah:
7.1. Amud bin Icin (Keponakan laki-laki).
7.2.lyam bin Icin (Keponakan laki-laki).
7.3.Hj. Yamah binti Icin (Keponakan Perempuan).
8. Menyatakan Almarhumah Suroh binti Djakim telah meninggal
dunia tahun 1992.

9. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Suroh binti Djakim, adalah:

9.1. Arsih binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
9.2.Eer binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
9.3.Sayono bin Jaharim (Keponakan laki-laki).
9.4.0cah binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
10. Menyatakan Almarhumah Hj. Komboy binti Djakim telah
meninggal dunia tahun 2007.

11. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Hj. Komboy binti Djakim, adalah:
11.1. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
11.2. Gembor bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
11.3.Kinah binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
11.4.Eem bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
11.5. Casanah binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
11.6. Omay Komarudin bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
11.7. H. M. Yusro bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
12. Menyatakan Almarhumah Samih binti Djakim telah meninggal
dunia tahun 2021.

13. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Samih binti Djakim, adalah:
13.1. Ihsan alias Camat bin Main (Keponakan laki-laki).
13.2. Amih binti Main (Keponakan Perempuan).
13.3. Ame binti Main (Keponakan Perempuan).
13.4. Hj. E. Khoerunnisa binti Main (Keponakan Perempuan).
13.5. Emih binti Main (Keponakan Perempuan).
13.6. Eti binti Main (Keponakan laki-laki).
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13.7. Mastuti binti Main (Keponakan Perempuan).
13.8. Kamal bin Main (Keponakan laki-laki).
13.9. Sarip bin Main (Keponakan laki-laki).
14. Menyatakan H. M. Yusro bin H. Kinin telah meninggal dunia tahun
2018.

15. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H. M. Yusro bin Kinin adalah:

15.1. Marsha Safinatun Naja binti H. M. Yusro (Anak).
15.2. Sahla binti H. M. Yusro (Anak).

16. Menetapkan Surat Pernyataan Waris Tanggal 27 Februari 2019
yang dibuat Tergugat yang menerangkan Ahli Waris Almarhum H.
Hasan bin Djakim hanya Tergugat adalah tidak sah dan tidak
berkekuatan hukum;

17. Menetapkan harta peninggalan berupa:

17.a Tanah seluas + 700 M? berikut bangunan yang berdiri
diatasnya, terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa
Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan

batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah Hj. Lasem
Sebelah Selatan : Tanah H . Burhanudin
Sebelah Barat : Tanah Ibu Nemot

17.b Tanah seluas + 1.500 M? berikut bangunan sekolah yang
berdiri diatasnya terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006
Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi

dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah H. Salam

Sebelah Timur : Tanah Bapak Didi
Sebelah Selatan : Jalan Proyek, Perumahan
Sebelah Barat : Perumahan

17.c Tanah seluas + 3.500 M? berikut bangunan Sekolah dan
Penggilingan padi yang berdiri diatasnya, terletak di Desa
Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
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dengan batas-batas:

Sebelah Utara  : Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut)
Sebelah Timur  : Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat  : Tanah Sawah Hj. Nati
17.d Tanah seluas + 8.000 M? yang terletak di Desa Kalijaya,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan
batas-batas:
Sebelah Utara  : Jalan Desa
Sebelah Timur  : Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Tanah Kavling
Sebelah Barat  : Tanah Sawah Hj. Nati
Adalah harta peninggalan dari Almarhum H. Hasan bin Djakim
yang belum dibagi kepada Ahli Waris dan Ahli Waris

Penggantinya;

18. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 12 Maret 2021 yang dibuat
dan ditandatangani oleh Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX,
Turut Tergugat XX dan Turut Tergugat XXI adalah sah dan
berkekuatan hukum;

19. Menetapkan bagian Turut Tergugat XVIII sampai Turut Tergugat XXI
yang didapat dari harta peninggalan Almarhum H. HASAN bin
DJAKIM menjadi hak Para Penggugat dengan Turut Tergugat |
sampai Turut Tergugat XVII sesuai dengan bagiannya masing-
masing;

20. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat IV atau siapapun yang
menguasai dan mengaku pebagai pemilik tanah dari harta
peninggalan Almarhum H. Hasan untuk menyerahkan tanah tersebut
kepada Para Penggugat serta kepada Turut Tergugat | sampai dengan
Turut Tergugat XVII sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan
apabila tidak dapat dibagi secara natura maka mohon agar dilelang
Negara dan hasilnya dibagi kepada Para Penggugat dan kepada
Tergugat serta kepada Turut Tergugat | sampai Turut Tergugat XVII
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sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;

21. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun ada Verzet, Banding dan/atau Kasasi;

22. Menghukum Tergugat serta kepada Para Turut Tergugat untuk patuh
terhadap isi putusan perkara ini.

23. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya
dalam perkara ini dengan secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat
Tergugat dan Para Turut Tergugat datang menghadap di persidangan
didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 005/Pdt.G.Wrs/Adv.DF/\V//2023 Tertanggal 16 Mei
2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang
tercatat dalam register Nomor 715/Adv/V/2023/PA.Ckr, tertanggal 25 Mei
2023, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat
serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan
dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum
Para Penggugat diberikan izin untuk beracara dalam perkara ini guna
mendampingi/mewakili kepentingan hukum Para Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il,
Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI,
Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat
XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI telah
menyerahkan Surat Kuasa Khusus No0.67/KH.BIK/V/2023 tertanggal 30
Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cikarang tercatat dalam register Nomor 773/Adv/V1/2023/PA.Ckr,
tertanggal 8 Juni 2023, juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda
Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-
masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim
menyatakan Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat I,
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Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI,
Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat
XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI diberikan
izin untuk beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili
kepentingan hukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut
Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut
Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII,
Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI;

Bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut
Tergugat XIl, Turut Tergugat XIllII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV,
Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII telah menyerahkan Surat Kuasa
tertanggal 09 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor
1039/Adv/VII/2023/PA.Ckr, tertanggal 10 Oktober 2022, juga telah
menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi
Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan
aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Turut
Tergugat X, Turut Tergugat XlI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIIl,
Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat
XVII  diberikan izin untuk beracara dalam perkara ini guna
mendampingi/mewakili kepentingan hukum Turut Tergugat X, Turut
Tergugat Xl, Turut Tergugat Xll, Turut Tergugat XllI, Turut Tergugat XIV,
Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para pihak
agar dapat menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan
kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim
menjelaskan kepada Para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Ketua
Majelis telah memerintahkan Para pihak untuk menyelesaikan perkara ini
melalui prosedur mediasi dengan menetapkan Achmad Djudairi Rawiyan,
S.H sebagai Mediator yang disepakati, namun tidak berhasil sebagaimana
Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Juli 2023 sehingga pemeriksaan
dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan
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Para Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para
Penggugat;

Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat
I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut
Tergugat VI, Turut Tergugat VIIlI, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat

XVIil, Turut Tergugat XIX
Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut

Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut
Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut
Tergugat 1X, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX,
Turut Tergugat XXI telah mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis
tertanggal 3 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:
1. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas, isinya gelap

(onduidelijk) dan tidak memiliki dasar hukum:

1.1 Bahwa gugatan Para Penggugat terkait harta yang digugat pada
point 4.1 sampai dengan 4.10 objek tidak jelas, karena tidak
disebutkan batas-batasannya, luas tanahnya dan nomor surat
tanah yang digugat;

1.2 Bahwa sebagian besar harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin
Djakim tersebut sudah diwakafkan;

1.3 Bahwa isi gugatan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan
lengkap mengenai hari dan tanggal kematian dari Almarhum H.
Hasan bin Djakim dan saudara-saudara kandung dari Almarhum
yang lebih dulu meninggal dunia;

1.4 Bahwa gugatan Penggugat tidak dibuat secara sistematis, cermat
dan terang serta tidak memenuhi syarat formil dan materil gugatan
sehingga oleh karenanya Gugatan Para Penggugat tidak terang
atau isinya gelap (onduidelijik);
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1.5 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum
dalam posita tidak menjelaskan secara eksplisit dasar yang menjadi
“Gugatan” Para Penggugat dan juga dalam posita tidak disebutkan
peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum
sehingga oleh karenanya “Gugatan Hak Waris” Para Penggugat
tidak memiliki dasar hukum (rechts ground);

Maka dari itu Jadi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat

menjawab secara jelas apa harta yang digugat merupakan harta

milik almarhum H. Hasan bin Djakim atau milik orang lain.

1.6 Bahwa “Gugatan Waris” Para Penggugat tidak jelas antara posita
dan petitum tidak saling mendukung dan terdapat pertentangan
dalil, selain itu “Gugatan Hak Waris” Para Penggugat juga tidak
bersinergi dan tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi antara
posita dan petitum yaitu:

a. bahwa pada petitum 18 dan 19 tidak dijelaskan dalam posita
gugatan waris Para Penggugat maksud dan tujuan potitum
tersebut karena bukan wewenang absolut Pengadilan Agama
Cikarang;

b. bahwa pada petitum 6, 8, 10, 12, 14 dan 16 terkait menetapkan
seseorang telah meninggal dunia bukanlah wewenang Majelis
Hakim, maka dari gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan
tidak memiliki dasar hukum;

2. Eksepsi eror in persona (kurang pihak)

Bahwa Gugatan Hak Waris yang diajukan oleh Para Penggugat kurang

pihak atau tidak lengkap yaitu:

2.1 Bahwa Suami yang bernama Main dari Almarhum Samih
(Saudara Kandung dari Almarhum H. Hasan bin Djakim) tidak
dijadikan pihak dan tidak termasuk sebagai Ahli Waris ;

2.2 Bahwa istri bernama Hj. Marlina dari Ahli Waris Pengganti H. M.
Yusro Bin Kinin tidak dijadikan pihak dan tidak termasuk sebagai
Ahli Warris ;
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2.3 Bahwa dari semua yang dijadikan pihak seperti Penggugat,
Tergugat atau pun Turut Tergugat tidak lengkap, maka gugatan
tersebut kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat,
kecuali yang tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil “Gugatan Hak Waris” Tergugat men-someer
Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Hak Warisnya;

3. Bahwa sudah menjadi keharusan dalam hukum acara perdata dan
sesuai dengan ajaran beban pembuktian, Ketika dalil-dalil “Gugatan
Hak Waris” ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat dalam hal
ini adalah Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan
seluruh dalil-dalil “Gugatan Hak Waris” nya;

4. Bahwa sekali lagi, secara jelas dan tegas Tergugat menolak seluruhnya
dalil-dalil dan argument dari Para Penggugat dalam “Gugatan Hak
Waris” yang diajukan oleh Para Penggugat;

5. Bahwa benar, almarhum H. Hasan bin Djakim dengan Hj. Patimah
Binti H. Nalih telah menikah secara syariat islam yang tercatat oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung;

6. Bahwa benar, selama pernikahan antara Almarhum H. Hasan bin
Djakim dengan Hj. Patimah Binti H. Nalih tidak dikaruniai anak;

7. Bahwa tidak benar, Almarhum H. Hasan bin Djakim meninggal dunia
pada tanggal 07 Juni 2017;

8. Bahwa pada point 4.1 sampai dengan 4.10 mengenai tanah tersebut
tidak benar dan tidak jelas, karena Tergugat tidak mengetahui tanah
tersebut milik Almarhum H. Hasan bin Djakim karna tidak adanya
nomor sertifikat dan batasan-batasannya;

9. Bahwa pada point 6 sampai point 9 benar, saudara kandung dari
Almarhum H. Hasan bin Djakim yang bernama ARMIH, SUROH, H;j.
KOMBOY dan SAMIH sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

10. Bahwa benar, Saudara Kandung dari Almarhum H. Hasan bin

Djakim yang bernama ACAM masih hidup;
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11. Bahwa pada point 12 Tergugat tidak mengetahui, maka tidak benar
dan tidak jelas maksud dan tujuannya;

12. Bahwa pada point 13 sampai dengan point 22 tidak jelas dan tidak
benar, oleh karenanya Tergugat mensomer kepada Para Penggugat
untuk membuktikan kebenaran dari apa yang menjadi dalil gugatan;

13. Bahwa pada point 23 tidak benar, karena yang disebukan tidak
lengkap dan tidak jelas;

14. Bahwa pada point 24 tidak benar, karena objek yang disebutkan
dalam gugatan tidak jelas dan tidak lengkap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang agar memeriksa, menguji dan

berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut;

PRIMER:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (eror in persona);

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas “kabur” (obscuur libel);

4. Menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili
sebagiannya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII
Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat X,

Turut Tergugat Xl, Turut Tergugat XIlI, Turut Tergugat Xlll, Turut Tergugat
XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII telah
mengajukan jawaban namun tidak mengajukan eksepsi secara tertulis
tertanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:
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1. Bahwa Para Turut Tergugat (Turut Tergugat X sampai dengan Turut
Tergugat XVII) menerima dengan tegas seluruh dalil-dalil Para
Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas tidak diakui
kebenarannya oleh Para Turut Tergugat X sampai dengan Turut
Tergugat XVII;

2. Bahwa Pernikahan/perkawinan seorang laki-laki bernama Djakim
dengan seorang perempuan bernama Munih telah melahirkan 6 (enam)
orang anak-anak kandung, yaitu:

2.1. Armih Binti Djakim;

2.2. Suroh Binti Djakim;

2.3. Hj. Komboy binti Djakim;
2.4. Samih Binti Djakim;

2.5. H. Hasan bin Djakim;
2.6. Acam Bin Djakim;

3. Bahwa Armih binti Djakim semasa hidupnya menikah dengan laki-laki
bernama Icin, selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang
anak, yaitu bernama:

3.1. Amud bin Icin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Penggugat I1);

3.2. lyam bin Icin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Penggugat 111);

3.3. Hj,Yamah binti Icin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Penggugat
IV);

Bahwa Armih binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 1975;

4. Bahwa Suroh binti Djakim semasa hidupnya menikah dengan seorang
laki-laki bernama Jaharim, selama pernikahannya telah dikaruniai 4
(empat) orang anak, yaitu bernama:

4.1. Arsih binti Jaharim (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut
Tergugat XVIII)
4.2. Eer binti Jaharim (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat

XIX);

4.3. Sayono bin Jaharim (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut
Tergugat XX);

4.4. Ocah binti Jaharim (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut
Tergugat XXI);
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Bahwa Suroh binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 1992;
5. Bahwa Hj. Komboy binti Djakim semasa hidupnya menikah dengan

laki-laki bernama H. Kinin, selama pernikahannya telah dikarunia 7

(tujuh) orang anak, yaitu bernama:

5.1. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut
Tergugat X);

5.2. Gembor bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut
Tergugat Xl);

5.3. Kinah binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut
Tergugat XllI);

5.4. Eem bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat
XIN);

5.5. Casanah binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut
Tergugat XIV);

5.6. Omay Komarudin bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin
Djakim/Turut Tergugat XV);

5.7. H. M. Yusro bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim);

Bahwa Hj. Komboy bin Djakim telah meninggal dunia pada tahun

2007, dan H. Kinin juga telah meninggal dunia;

Bahwa H. M. Yusro bin H. Kinin telah meninggal dunia pada tahun

2018, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama

Hj. Marlina, selama pernikahan/perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua)

orang anak, yaitu bernama:

1. Marsha Safinatun Naja binti H. M.Yusro (Ahli Waris Pengganti dari

almarhum H. M. Yusro bin H. Kinin/Turut Tergugat XVI);
2. Sahla binti H. M. Yusro (Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. M.
Yusro bin H. Kinin/Turut Tergugat XVII);
6.Bahwa Samih binti Djakim semasa hidupnya menikah dengan laki-laki

bernama Main, selama pernikahan/perkawinannya telah dikaruniai 9

(sembilan) orang anak, yaitu bernama:

6.1. Ihsan alias Camat bin Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut

Tergugat |);
6.2. Amih binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat
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1);

6.3. Ame binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat
1my;

6.4. Hj. Khoerunnisa binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut
Tergugat 1V);

6.5. Emih binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat
V)

6.6. Eti binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat VI);

6.7. Mastuti binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat
VII);

6.8. Kamal bin Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat
VII;

6.9. Sarip bin Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim/Turut Tergugat
1X);

Bahwa Samih binti Djakim telah meninggal dunia pada tanggal 28

Juni 2021;

Bahwa benar Acam Bin Djakim (Penggugat I) adalah adik kandung

dari almarhum H. Hasan bin Djakim yang masih hidup;

7. Bahwa benar perkawinan antara H. Hasan bin Djakim dengan H;.
Fatimah binti H. Nalih tidak mempunyai anak keturunan, sehingga
pasangan hidup H. Hasan bin Djakim dan Hj. Fatimah Binti H. Nalih
mengasuh 2 (dua) orang anak bernama:

8.1. Hj. E. Khoerunnisa binti Main (Turut Tergugat IV);
8.2. H. M. Yusro bin H. Kinin (anak kandung Hj. Komboy binti Djakim);
8. Bahwa benar Almarhum H. M. Yusro bin H. Kinin semasa hidupnya
pernah diasuh oleh almarhum H. Hasan bin Djakim dan Tergugat (Hj.
Fatimah binti H. Nalih) sebagai keponakan, bukan sebagai anak;
9. Bahwa benar pada tanggal 07 September 2017, H. Hasan bin
Djakim telah meninggal dunia karena sakit di Bekasi;

10. Bahwa dengan telah meninggal/wafatnya H. Hasan bin Djakim, maka
almarhum H. Hasan bin Djakim meninggalkan Ahli Waris sebagai
berikut:

1) Seorang isteri bernama Hj. Fatimah binti H.Nalih;
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2) Seorang adik kandung laki-laki bernama Acam bin Djakim
(Penggugat I);
3) 3 (tiga) orang keponakan hasil pernikahan/perkawinan antara Icin
dengan Armih binti Djakim), yaitu:
3.1. Amud Bin Icin (Penggugat II);
3.2. lyam Bin Icin (Penggugat II);
3.3. Hj. Yamah Binti Icin (IV);
4) 4 (empat) orang keponakan hasil pernikahan/perkawinan antara
Jaharim dengan Suroh binti Djakim, yaitu:
4.1. Arsih Binti Jaharim (Turut Tergyugat XVIII);
4.2. Eer Binti Jaharim (Turut Tergugat XIX);
4.3. Sayono Bin Jaharim (turut Tergugat XX);
4.4. Ocah Binti Jaharim (Turut Tergugat XXI);
5) 7 (tujuh) orang keponakan hasil pernikahan/perkawinan antara H.
Kinin dengan Hj. Komboy binti Djakim, yaitu;
5.1. Hj. Isem Binti H. Kinin (Turut Tergugat X);
5.2. Gembor Bin H. Kinin (Turut Tyergugat Xl);
5.3. Kinah Binti H. Kinin (Turut Tergugat XIlI);
5.4. Eem Bin H. Kinin (Turut Tergugat XIII);
5.5. Casanah Binti H. Kinin (Turut Tergugat XIV)
5.6. Omay Komarudin Bin H. Kinin (Turut Tergugat XV);
5.7. H.M. Yusro Bin H. Kinin (almarhum);
Bahwa Hj. Komboy binti Djakim telah meninggal dunia pada
tahun 2007;

11. Bahwa H. M. Yusro pada tahun 2018 telah meninggal dunia, dengan
meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Marlina dan 2 (dua) orang
anak bernama:

13.1 Marsha Safinatun Naja binti H. M. Yusro (Turut Tergugat XVI);
13.2 Sahla binti H. M. Yusro (Turut Tergugat XVII);

12. Bahwa Hj. Khoerunnisa binti Main adalah anak kandung hasil
pernikahan antara Main dan Samih Binti Djakim, yang diasuh oleh H.
Hasan bin Djakim dan Hj. Fatimah binti Nalih, sehingga kedudukan H;j.
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Khoerunnisa bin Main menurut hukum Islam dalam perkara ini

adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Samih binti Djakim;

13. Bahwa H. M. Yusro bin H. Kinin adalah anak kandung hasil
pernikahan antara H. Kinin dan Hj. Komboy binti Djakim, yang diasuh
oleh H. Hasan bin Djakim dan Hj. Fatimah binti Nalih, sehingga
kedudukan H. M. Yusro bin H. Kinin menurut hukum Islam dalam
perkara ini adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Hj. Komboy
binti Djakim;

14. Bahwa almarhum H. Hasan bin Djakim meninggalkan Ahli Waris dan
Ahli Waris Pengganti juga telah meninggalkan harta benda sebagai
warisan hak Para ahli dan Ahli Waris Pengganti, yaitu berupa:

15.1 7 (tujuh) unit Mobil merk Colt Diesel dan 1 (satu) unit Mobil Merk
Toyota Kijang Innova;

15.2 Sebidang tanah seluas 4.726 M2 (empat ribu tujuh ratus dua
puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertikat Hak Milik
No.2429/Kalijaya, Surat Ukur N0.2202/998 yang diterbitkan oleh
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi,
tanggal 26 Desember 1998 kepada atas hama H.Hasan;

15.3 Sebidang tanah seluas 3.601 M2 (tiga ribu enam ratus satu
meter perseqgi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik
No0.2430/Kalijaya, Surat Ukur No0.2203/1998 yang diterbitkan
oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten
Bekasi, tanggal 26 Desember 1998, kepada atas nama H.Hasan;

15.4 Sebidang tanah seluas 3.131 M2 (tiga ribu seratus tiga puluh
satu meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik
No.2431/Kalijaya, Surat Ukur No0.2204/1998 yang diterbitkan
oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten
Bekasi, tanggal 26 Desember 1998 kepada atas nama H.Hasan;

15.5 Sebidang tanah seluas 4.527 M2 (empat ribu lima ratus dua
puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik
No.2432/Kalijaya, Surat Ukur No0.2205/1998 yang diterbitkan
oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten
Bekasi, tanggal 26 Desember 1998 kepada atas nama H.Hasan;
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15.6 Sebidang tanah seluas 696 M2 (enam ratus sembilan puluh
enam meter persegi), berdasarkan Sertifikat hak Milik
No.2437/Kalijaya, Surat Ukur No0.2210/1998 yang diterbitkan
oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten
Bekasi, tanggal 26 desember 1998 kepada atas nama H. Hasan;

15.7 Sebidang tanah seluas +/- 700 M2 (tujuh ratus meter persegi)
berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kp.
Cikarang Jati RT.003 RW.006, Desa Kkalijaya, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya

- Sebelah Timur : Tanah Hj.Lasem

- Sebelah Selatan : Tanah H.Burhanudin
- Sebelah Barat : Tanah Ibu Nemot

15.8 Sebidang tanah seluas +/- 1.500 M2 (seribu lima ratus meter
persegi) berikut berdiri bangunan Sekolah di atasnya, terletak di
Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006, Desa Kalijaya, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah H. Salam

- Sebelah Timur : Bapak Didi

- Sebelah Selatan : Jalan Proyek Perumahan
- Sebelah Barat : Perumahan

15.9 Sebidang tanah seluas 3.500 M2 (tiga ribu lima ratus meter
persegi) berikut bangunan Sekolah .... dan tempat Penggilingan
Padi berdiri diatasnya, terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan

Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Kali Cikrang Barat laut (CBL)
- Sebelah Timur : Desel Ci Oong

- Sebelah Selatan : Jalan Desa

- Sebelah Barat : Tanah sawah Hj.Nati

15.10 Sebidang tanah seluas +/- 8.000 M2 (delapan ribu meter
persegi), yang terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
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- Sebelah Timur : Desel Ci Oong sebelah
- Sebelah Selatan : Tanah Kavling
- Sebelah Barat : Tanah sawah Hj. Nati

15. Bahwa Harta Peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim
sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Turut Tergugat X sampai
dengan Turut Tergugat XVII pada Poin No.15.1. sampai dengan poin
15.6. pada kenyataannya telah dijual/dipindahtangankan oleh
Tergugat | kepada Pihak lain setelah H. Hasan bin Djakim meninggal
dunia tanpa sepengetahuan, seijin dan persetujuan dari Ahli Waris
dan Ahli Waris Pengganti yang lain dari almarhum H. Hasan bin
Djakim sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan/warisan;

16. Bahwa adanya penolakan harta warisan almarhum H. Hasan bin
Djakim yang dilakukan oleh anak-anak kandung dari Jaharim dan
Suroh Binti Djakim sebagai Turut Tergugat XVIII sampai dengan Turut
Tergugat XXI adalah menjadi haknya untuk menerima maupun
menolak;

17. Bahwa apabila benar Turut Tergugat XVIII sampai dengan Turut
Tergugat XXI menolak harta warisan almarhum H. Hasan bin Djakim,
maka mohon Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII
bersama Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang sah untuk
mendapatkan bagian haknya sesuai dengan ketentuan hukum waris
islam yang berlaku;

18. Bahwa apabila ditemukan fakta adanya transaksi penjualan,
memindahtangankan, mengalihkan, menggadaikan maupun tidakan-
tindakan lain yang tidak sah menurut hukum yang dilakukan oleh
Tergugat ataupun siapa saja, sehingga menimbulkan kerugian atas
hak-hak Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti, maka patut
diduga adanya tindakan penggelapan atas budel warisan almarhum
H. Hasan bin Djakim;

19. Bahwa benar sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam Posita
No.16, perihal adanya penjualan aset/budel waris almarhum H. Hasan
bin Djakim yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan, seijin
dan persetujuan dari Ahli Waris lainnya, maka jelas dan nyata-nyata

Hal. 34 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan
surat/memberikan keterangan palsu dan/atau penggelapan atas
barang-barang, aset/budel waris almarhum H. Hasan bin Djakim yang
merupakan hak Para Penggugat dan juga Para Turut Tergugat
sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. Hasan
bin Djakim;

20. Bahwa Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII
keberatan atas tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat
sebagaimana diuraikan dalam Posita Penggugat pada poin No.15,
yaitu adanya Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Tergugat
tercatat di Kantor Desa Kalijaya, Nomor: 474/04/Pem/I1/2019, tanggal
27 Februari 2019 dan terrcatat di Kantor Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi, Nomor: 593/53/11/2019, tanggal 28 Februari 2019,
yang menerangkan dari Perkawinan H. Hasan bin Djakim dengan Hj.
Fatimah binti Nalih tidak mempunyai keturunan dan hanya
meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Fatimah binti H. Nalih. Surat
Pernyataan waris tersebut secara jelas dan nyata diduga telah
menggelapkan nama-nama Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti yang
sah dari almarhum H. Hasan bin Djakim, yaitu Para Penggugat dan
Para Turut Tergugat dalam perkara a quo, sehingga Surat Pernyataan
Waris yang dibuat oleh Tergugat adalah Cacat Hukum, karena
perbuatan Tergugat dalam hal membuat Surat Pernyataan Waris
dimaksud adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang
mengakibatkan timbulnya kerugian, baik material maupun immaterial
bagi Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII, juga Para
Penggugat dan Turut Tergugat lainnya;

21. Bahwa benar Turut Tergugat XV dan Para Penggugat telah mengajak
kepada Tergugat untuk bermusyawarah mengenai pembagian harta
waris peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim sebagaimana
diuraikan Para Penggugat dalam Posita Poin No.4.1. sampai dengan
Poin No0.4.10. dibagi berdasarkan hukum waris islam, sebelum
Tergugat melakukan penjualan aset/budel waris almarhum H. Hasan
bin Djakim kepada pihak lain, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi
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ajakan musyawarah secara baik-baik yang diajukan oleh Turut
Tergugat XV dan Para Penggugat, hal ini jelas Tergugat ingin
menguasai harta peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim secara
tidak sah dan melawan hukum;

22. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara a quo di Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi,
berkenan menetapkan dan memutuskan hak dan bagian masing-
masing Turut Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII, serta
Para Pihak dalam perkara ini yang sah sebagai Ahli Waris dan Ahli
Waris Pengganti;

23. Bahwa apabila Turut Tergugat XVIII sampai dengan Turut Tergugat
XXl menolak pembagian hak waris dari almarhum H. Hasan bin
Djakim atas harta peninggalan berupa barang bergerak maupun
barang tidak bergerak, maka mohon Turut Tergugat X sampai dengan
Turut Tergugat XVII mendapatkan bagian juga sebagai bagian hak
warisnya,

24. Bahwa dengan telah meninggal dunia H. Hasan bin Djakim pada
tanggal 07 September 2017 serta kedua orangtua H. Hasan bin
Djakim bernama Djakim dan Munih telah meninggal dunia serta 4
(empat) orang saudara kandungnya H. Hasan bin Djakim telah
meninggal dunia, yaitu 1. Armih binti Djakim, 2. Suroh Binti Djakim, 3.
Hj. Komboy binti Djakim, 4. Samih binti Djakim, maka mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar anak-
anak kandung dari H. Kinin dan Hj. Komboy binti Djakim ditetapkan
sebagai Ahli Waris almarhum H. Hasan bin Djakim yang sah menurut
hukum, yaitu:

25.1. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim);

25.2. Gembor bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim);

25.3. Eem bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim);

25.4. Casanah Binti H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim);

25.5. Omay Komarudin Bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin
Djakim);
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25.6. H. M. Yusro bin H. Kinin (Keponakan H. Hasan bin Djakim);

25. Bahwa H. M. Yusro bin H. Kinin telah meninggal dunia pada tahun
2018, maka kedudukan almarhum H. M. Yusro bin Kinin sebagai Ahli
Waris (Keponakan H. Hasan bin Djakim), digantikan kepada anak
kandungnya, yaitu:

1. Marsha Shafinatun Naja binti H. M. Yusro;
2. Sahla binti H. M. Yusro;

26. Bahwa demikian juga kepada Para pihak yang berperkara, baik Para
Penggugat, Tergugat, Para Turut Tergugat lainnya agar Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai Ahli
Waris dan Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. Hasan bin Djakim
sebagaimana diuraikan dalil Para Penggugat dalam Posita Poin
No.23;

27. Bahwa Turut Tergugat X sanpai dengan Turut Tergugat XVII mohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
selain menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari
Pewaris/almarhum H. Hasan bin Djakim juga menetapkan harta
peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim sebagaimana Turut
Tergugat X sampai dengan Turut Tergugat XVII uraikan pada Jawaban
Poin No.15.7. sampai dengan Poin No.15.10, yaitu antara lain berupa:
1. Sebidang tanah seluas +/- 700 M2 (lebih kurang tujuh ratus meter

persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kp.
Cikarang Jati RT.003 RW.006, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang

Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Tanah Hj.Lasem;
Sebelah Selatan  : Tanah H.Burhanudin;
Sebelah Barat : Tanah Ibu Nemat;

2. Sebidang tanah seluas +/- 1.500 M2 (lebih kurang seribu lima ratus
meter persegi) berikut bangunan Sekolah yang berdiri di atasnya,
terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006, Desa Kalijaya,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-
batas:
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Sebelah Utara : Tanah H. Salam;

Sebelah Timur : Tanahn Bapak Didi;
Sebelah Selatan  : Jalan Proyek Perumahan;
Sebelah Barat : Perumahan;

3. Sebidang tanah seluas +/- 3.500 M2 (lebih kurang tiga ribu lima
ratus meter persegi) berikut bangunan sekolah dan tempat
Penggilingan padi yang berdiri di atasnya, terletak di desa Kalijaya,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-

batas:

Sebelah Utara : Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL);
Sebelah Timur : Desel Ci Oong;

Sebelah Selatan  : Jalan Desa,;

Sebelah Barat : Tanah sawah Hj.Nati;

4. Sebidang tanah seluas +/- 8.000 M2 (lebih kurang delapan ribu
meter persegi), terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Desel Ci Oong;
Sebelah Selatan : Tanah Kavling;
Sebelah Barat : Tanah sawah Hj.Nati;

Bahwa 4 (empat) bidang tanah tersebut di atas adalah merupakan

aset harta peninggalan/budel waris dari almarhum H. Hasan bin

Djakim yang menjadi hak waris Para Ahli Waris dan Ahli Waris

Pengganti, yaitu Turut Tergugat X sampai dengan Turut tergugat XVII,

Para Penggugat, Tergugat serta Para Turut Tergugat lainnya yang

harus dibagi berdasarkan ketentuan hukum waris islam/hukum faraid;

28. Bahwa berdasarkan fakta dan kenyataannya harta peninggalan
almarhum H. Hasan bin Djakim sebagaimana Turut Tergugat X sampai
dengan Turut Tergugat XVII uraikan dalam Jawaban pada Poin No.28

di atas merupakan sebagai harta warisan dari Para Ahli Waris dan

Ahli Waris  Pengganti telah dikuasai oleh Tergugat bersama

dengan Turut Tergugat IV, untuk itu Turut Tergugat X sampai dengan

Turut Tergugat XVII mohon kepada siapa saja dan dari pihak
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manapun yang menguasai harta tersebut yang menjadi hak Para Ahli
Waris dan Ahli Waris Pengganti agar dihukum untuk menyerahkan
bidang-bidang tanah dimaksud kepada Turut Tergugat X sampai
dengan Turut tergugat XVII, Para Penggugat serta Para Turut
Tergugat lainnya, kecuali Turut Tergugat IV untuk dibagi secara adil
sesuai dengan ketentuan hukum waris islam (Faraid) kepada Para
Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari almarhum H. Hasan bin
Djakim;
Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Turut Tergugat X
sampai dengan Turut Tergugat XVII memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Agama Cikarang, di Kabupaten Bekasi yang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara a quo, agar berkenan memutuskan
perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat X sampai dengan
Turut Tergugat XVII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. Hasan bin Djakim sebagai Pewaris telah meninggal
dunia pada tanggal 07 September 2017;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhum H. Hasan bin Djakim adalah sebagai
berikut:
1) Seorang isteri H. Hasan bin Djakim bernama Hj. Fatimah binti H.
Nalih;
2) Seorang adik kandung laki-laki bernama Acam Bin Djakim;
3) 3 (tiga) orang anak hasil pernikahan/perkawinan antara Icin dengan
Armih Binti Djakim (almarhumabh), yaitu:
3.1. Amud bin Icin (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
3.2. lyam bin Icin (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
3.3.Hj. Yamah binti Icin (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
4) 4 (empat) orang anak hasil pernikahan/perkawinan antara Jaharim
dengan Suroh binti Djakim (almarhumabh), yaitu:
4.1. Arsih binti Jaharim (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
4.2. Eer binti Jaharim (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
4.3.Sayono bin Jaharim (Keponakan almarhum H. Hasan bin
Djakim);
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4.4. Ocah binti Jaharim (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
5) 7 (tujuh) orang anak hasil pernikahan/perkawinan antara H. Kinin
dengan Hj. Komboy binti Djakim (almarhumabh), yaitu;

5.1. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan almarhum H. Hasan bin

Djakim);

5.2. Gembor bin H. Kinin (Keponakan almarhum H. Hasan bin
Djakim);

5.3. Kinah binti H. Kinin (Keponakan almarhum H. Hasan bin
Djakim);

5.4. Eem bin H. Kinin (Keponakan almarhum H. Hasan bin Djakim);
5.5. Casanah binti H. Kinin (Keponakan almarhum H. Hasan bin
Djakim);
5.6. Omay Komarudin bin H. Kinin (Keponakan almarhum H. Hasan
bin Djakim);
5.7. H. M. Yusro bin H. Kinin (almarhum) (Keponmakan almarhum H.
Hasan bin Djakim);
6) Sebagai Ahli Waris dari almarhum H. M. Yusro bin H. Kinin adalah
anaknya:
6.1. Marsha Shofinatun Naja binti H. M. Yusro (Cucu keponakan
almarhum H. Hasan bin Djakim);
6.2. Sahla binti H. M. Yusro (Cucu keponakan almarhum H. Hasan
bin Djakim);
7) 9 (sembilan) orang anak hasil pernikahan/perkawinan antara Main
dengan Samih binti Djakim (almarhumah), yaitu:
7.1. lhsan alias Camat bin Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim;
7.2. Amih binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
7.3. Ame binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
7.4. Hj. Khoerunnisa binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
7.5. Emih binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
7.6. Eti binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
7.7. Mastuti binti Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
7.8. Kamal bin Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
7.9. Sarip bin Main (Keponakan H. Hasan bin Djakim);
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4. Menetapkan Harta Peninggalan/warisan almarhum H. Hasan bin

Djakim yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas +/- 700 M2 (lebih kurang tujuh ratus meter
persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di Kp.
Cikarang Jati RT.003 RW.006, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Tanah Hj. Lasem;
Sebelah Selatan  : Tanah H. Burhanudin;
Sebelah Barat : Tanah lbu Nemat;

2. Sebidang tanah seluas +/- 1.500 M2 (lebih kurang seribu lima ratus
meter persegi) berikut bangunan Sekolah yang berdiri di atasnya,
terletak di Kp. Cikarang Jati RT.003 RW.006, Desa Kalijaya,
Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-

batas:

Sebelah Utara : Tanah H. Salam;

Sebelah Timur : Tanahn Bapak Didi;
Sebelah Selatan : Jalan Proyek Perumahan;
Sebelah Barat : Perumahan;

3. Sebidang tanah seluas +/- 3.500 M2 (lebih kurang tiga ribu lima
ratus meter persegi) berikut bangunan sekolah dan tempat
Penggilingan padi yang berdiri di atasnya, terletak di desa Kalijaya,

Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-

batas:

Sebelah Utara : Kali Cikarang Bekasi Laut (CBL);
Sebelah Timur : Desel Ci Oong;

Sebelah Selatan  : Jalan Desa;

Sebelah Barat : Tanah sawah Hj. Nati;

4. Sebidang tanah seluas +/- 8.000 M2 (lebih kurang delapan ribu
meter persegi), terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Desel Ci Oong;
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Sebelah Selatan  : Tanah Kavling;
Sebelah Barat : Tanah sawah Hj.Nati;

5. Menetapkan Hak Ahli Waris atas seluruh Harta Peninggalan (Harta
Warisan) almarhum H. Hasan bin Djakim dibagikan kepada Ahli Waris
dan Ahli Waris Pengganti sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam
(Faraid);

6. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut
hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain,

mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Jawaban Eksepsi dan Replik Para Penggugat atas Eksepsi dan
Jawaban Tergugat
Bahwa atas jawaban dan eksepsi yang disampaikan Tergugat,

Turut Tergugat |, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat IIl, Turut Tergugat 1V,

Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VI,

Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat

XX, Turut Tergugat XXI, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

menyampaikan jawaban atas eksepsi dan Replik secara elektronik tanggal

18 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. REPLIK terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat dan Para Turut
Tergugat I, 1, 11, 1V, V, VI, VII, VI, IX, XV, XIX, XX, XXI kami uraikan
sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :
1. TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR
LIBEL
Bahwa Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Il, 1lI, 1V, V, VI, VII,
VI, IX, XVII, XIX, XX, XXI yang menyatakan Gugatan Para
Penggugat (Acam Bin Djakim Dkk) Kaburtidak jelas, (Obscuur
Libel) dan tidak berdasar hukum adalah tidak benar karena:
1.1 Antara Penggugat | (Acam Bin Djakim) adalah Saudara
Kandung dari dari Alm H. Hasan bin Djakim dan Amud Bin
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Icin (Penggugat II), lyam Bin Icin (Penggugat Ill) dan Hj.
Yamah Binti Icin (Penggugat 1V) adalah Keponakan dari
Alm H. Hasan bin Djakim dengan Tergugat dan Para Turut
Tergugat sebagai Istri dan Keponakan dari Alm H. Hasan bin
Djakim telah terjadi Perselisihan Kewarisan atas harta
Peninggalan Alm H Hasan Bin Djakaim maka Acam Bin
Djakim (Penggugat 1), Amud Bin Icin (Penggugat Il), lyam
Bin Icin (Penggugat Ill) dan Hj. Yamah Binti Icin
(Penggugat IV) berhak mengajukan Gugatan kepada
Tergugat dan Para Turut Tergugat

Sebagaimana dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b ,c ) UU No.7
Tahun 1989 Pengadilan Agama betugas dan berwenang
memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-
perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam dibidang: Kewarisan .Wasit, dan hibah
yang dilakukan berdasarkan hukum islam dan Wakaf,
shadaqgah serta Jurisprudensi MARI No.4 K/Sip/1958
Tanggal 13 desember 1958 Syarat matril /syarat mutlak
untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah
adanya perselisihan Hukum antara kedua pihak.

1.2 Bahwa pada Point 1.2 tentang Eksepsi Tergugat yang pada
pokoknya menyatakan bahwa “.... sebagian besar harta
peninggalan almarhum H. Hasan bin Djakim tersebut
sudah diwakafkan” didalam replik ini Para Penggugat tidak
mengetahui harta mana saja yang sudah di wakafkan, dan
apakah wakaf tersebut sudah memenuhi ketentuan
perwakafan serta pengelolaannya (nazhir) karena didalam
eksepsi tersebut tidak dijelaskan pula apakah itu wakaf murni
yang dilakukan pada saat H. Hasan bin Djakim masih hidup
ataukah wakaf wasiat yang dilaksanakan setelah H. Hasan
bin Djakim meninggal dan terhadap Harta benda wakaf yang
diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga)
dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang
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pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh Ahli Waris ,
mengingat Pewaris (Alm H. Hasan bin Djakim) dalam
perkawinannya dengan Tergugat tidak mempunyai Anak
Kandung, maka secara hukum baik Para Penggugat,
Tergugat maupun Para Turut Tergugat Adalah Ahli Waris nya,
oleh karena itu Para Penggugat MENSOMER kepada
Tergugat untuk dapat membuktikan dalil eksepsi tentang
harta H. Hasan bin Djakim yang sudah di wakafkan
tersebut agar menjadi terang dan jelas di hadapan

majelis hakim yang memeriksa perkara ini.
1.3 Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.4.

yang menyatakan adanya Harta Peniggalan dari Alm H.
Hasan bin Djakim adalah sudah jelas, tepat dan benar,
karena Didalam surat Gugatan Para Penggugat telah
diuraikan  dengan jelas letak dan batas-batas tanah
Peninggalan Alm. H. Hasan bin Djakim dan berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku terhadap Obyek tanah yang
telah bersertifikat, tidak ada keharusan untuk menyebutkan
batas-batasnya, karena didalam Sertfikat Hak Milik Aquo
sudah ada Gambar Ukurnya;

1.4 Bahwa didalam Surat Gugatan Para Penggugat telah
diuraikan secara jelas Bahwa Pewaris (Alm H. Hasan bin
Djakim) telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Desa
Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi
karena penyakit yang dideritanya, sebagaimana dimaksud
Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Kali Jaya
No0.474.3/62/Kesra/ll/2019 Tanggal 27 Februari 2019 Dan
telah diuraikan pula seara jelas Bahwa Saudara Kandung
(Saudara seibu-sebapak) dari Alm H. Hasan bin Djakim
adalah:

a. Armih binti Djakim. Bahwa Armih binti Djakim telah
meninggal dunia pada tahun 1975 di Desa Telagamurni
Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya
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b. Suroh binti Djakim, bahwa Suroh binti Djakim telah
meninggal dunia pada tahun 1992 di Desa Ciledug Kec.
Setu Kabupaten Bekasi karena penyakit

c. Hj. Komboy binti Djakim bahwa Hj. Komboy binti Djakim
telah telah meninggal dunia pada tahun 2007 di Desa
Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit

d. Samih binti Djakim bahwa Samih binti Djakim telah
telah meninggal dunia pada tahun 2021 di Desa
Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit yang
dideritanya

e. Acam bin Djakim (Masih Hidup)

Bahwa terhadap hari jam meninggalnya Saudara Kandung dari
Alm H. Hasan bin Djakim Aquo tidak diuraikan didalam Surat
Gugatan tidaklah mengakibatkan Gugatan Para Penggugat
menjadi Kabur atau tidak jelas;

1.5 Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat (Acam bin Djakim.
Dkk) didalam perkara ini sudah tepat dan benar, tidak
bertentangan dengan Syarat Formal dan Syarat Substansil
dari suatu gugatan karena:

a. Surat Gugatan dari Para Penggugat yang diterima
Tergugat dan Para Turut Tergugat Aquo telah diberi
materai secukupnya yang untuk sekarang ini bernilai
Rp.10.000,- dan Surat Gugatan Para Penggugat Aquo
telah ditanda tanda tangan oleh Para Penggugat atau
Kuasa Hukumnya (Syarat Formal) dan begitu pula
dengan surat perbaikan Gugatan tertanggal 20 Juli 2023
telah memenuhi syarat formal

b. Surat Gugatan Para Penggugat Aquo telah jelas
diuraikan Identitas Para Pihak (Penggugat dan Tergugat
dan Para Turut Tergugat)

Dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah sesuai

dengan Syarat Formal dan Syarat Substansil dari Suatu

Gugatan. (Pasal 8 RV)
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1.6 Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Para Penggugat telah
diuraikan secara jelas sekitar tahun 2019 Para Penggugat
selaku saudara seibu-sebapak dan Keponakan dari
Almarhum H. Hasan bin Djakim telah meminta kepada
Tergugat untuk melakukan pembagian harta warisan dari
Almarhum H. Hasan bin Djakim ( Pewaris) ternyata Tergugat
tidak menyetujui permintaan Para Penggugat tersebut dan
bahkan Tergugat telah dengan sengaja menyatakan, bahwa
Tergugat adalah satu-satunya Ahli Waris dan yang berhak
atas harta Peninggalan/Waisan dari Alm H. Hasan bin Djakim
tersebut Dengan demikian Para Penggugat selaku Saudara
seibu-sebapak dan Keponakan dari Almarhum H. Hasan bin
Djakim dapat mengajukan Gugatan kepada Tergugat dan
Para Turut Tergugat di Pengadilan Agama Cikarang agar
dilakukan pembagian harta warisan dari Almarhum H.
Hasan bin Djakim tersebut sesuai dengan ketentuan hukum
Islam, bahwa meskipun didalam Surat Gugatan Para
Penggugat tidak diuraikan Ketentuan /Dasar Hukum Pasal
188 KHI tidak otomatis Gugatan Para Penggugat menjadi
Kabur;

1.7 Bahwa mengingat Para Penggugat selaku saudara seibu-
sebapak dan Keponakan dari Almarhum H. Hasan bin
Djakim, Tergugat dan Para Turut Tergut adalah Istri dan
Keponakan dari Alm H. Hasan adalah Ahli Waris dari
Almarhum H. Hasan bin Djakim (Pasal 171 huruf ¢ KHI)
Dan Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat
kesemuanya beragama islam, dan tidak pernah melakukan
penganiayaan atau melakukan pembunuhan dan tidak
pernah dipersalahakan telah melakukan Fitnah terhadap
Pewaris (H. Hasan bin Djakim) Dengan demikian Para
Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak terhalang
menjadi Ahli Waris dari Almarhum H. Hasan bin Djakim
(Pasal 173 KHI);
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1.8 Bahwa antara Posita dengan Petitum Gugatan Para
Penggugat didalam perkara ini saling bersesuaian
terhadap Petitum Gugatan Para Penggugat telah
diuraikan didalam posita gugatan dimana Berdasarkan
dalil gugatan Para Penggugat pada Posita No.15 s/ 19 telah
diuraikan secara jelas:

a. Bahwa pada Tanggal 27 Februari 2019, Tergugat tanpa
sepengetahuan Para Penggugat telah membuat Surat
Pernyataan Waris yang tercatat di Kantor Desa Kalijaya
Nomor: 474/04/Pem/11/2019 Tanggal 27 Februari 2019 dan
Kecamatan Cikarang Barat Nomor: 593/53/11/2019
Tanggal 28 Februari 2019 yang menerangkan dari
perkawinan antara Almarhum H. Hasan dengan H;.
Fatimah tidak mempunyai Keturunan dan hanya
meninggalkan seorang Istri bernama Hj. Fatimah Ahli
Waris satu-satunya dari Alm H. Hasan bin Djakim;

b. Bahwa Surat Pernyataan Waris tanggal 27 Februari 2019
tersebut telah digunakan oleh Tergugat untuk menjual
harta peninggalan dari Almarhum H. Hasan bin Djakim
yang terurai pada posita point 4.1 sampai dengan 4.6
kepada pihak lain;

c. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mencantumkan
nama Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai
Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum H.
Hasan bin Djakim telah bertentangan dengan hukum waris
Islam Dengan demiian Surat Pernyataan Waris tanggal 27
Februari 2019 adalah tidak sah dan cacat hukum;

d. karena tidak memuat Para Penggugat dan Para Turut
Tergugat sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti
dari Aimarhum H. Hasan bin Djakim;

e. Bahwa sebelum Tergugat menjual harta peninggalan
Almarhum H. Hasan bin Djakim pada posita point 4.1
sampai 4.6 tersebut diatas, terlebih dahulu Para
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Penggugat bersama-sama Turut Tergugat XV telah
mengajak  Tergugat bermusyawarah agar harta
peninggalan Almarhum H. Hasan dari point 4.1 sampai
point 4.10 dibagi sesuai hukum waris Islam kepada
seluruh Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari
Almarhum H. Hasan bin Djakim, akan tetapi tidak
ditanggapi oleh Tergugat;
f.  Bahwa Petitum Gugatan Para Penggugat No.6.8.10,12,14
dan 16 adalah sudah tepat dan benar bahwa Pengadilan
Agama Cikarang berhak dan berwenang
menyatakan/menetapkan:
- Armih binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun
1975 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi
- Suroh binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun
1992 di Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten
Bekasi
- Hj. Komboy binti Djakim telah telah meninggal dunia
pada tahun 2007 di Desa Telagamurni Kabupaten
Bekasi
- Samih binti Djakim telah telah meninggal dunia pada
tahun 2021 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi
Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan secara seksama dali
Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat |, I, lll, 1V, V, VI, VII, VI,
IX, XVII, XIX, XX, XXI telah memasuki materi pokok perkara
Dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, ll, lll, 1V,
V, VI, Vi, VI, IX, XVII, XIX, XX, XXI harus ditolak, setidak-
tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI KURANG PIHAK (Error In
Persona)
Bahwa Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I, II, I, IV, V, VI,
VII, VI, IX, XVIII, XIX, XX, XXI yang menyatakan Gugatan Para
Penggugat kurang pihak (Error In Persona) karena Para Penggugat
tidak menarik /tidak mengikut sertakan Main (Suami dari
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Almarhumah Samih binti Djakim) dan Hj. Marlinah (Istri dari
Almarhum H. M. Yusro bin Kinin) sebagai pihak didalam perkara
a quo adalah tidak benar, karena:

a. Antara Para Penggugat dengan Sdr Main, Hj. Marlina tidak ada
sengketa/perselisihan hukum didalam perkara ini.

b. Bahwa Suami dari Almarhumah Samih binti Djakim yang
bernama MAIN dan 2 Istri dari Almarhum H. M. Yusro bin
KININ yang bernama Hj. Marlinah bukan Ahli Waris dari Alm H.
Hasan bin Djakim dan perselisihan mengenai harta waris
adalah peninggalan dari H. Hasan bin Djakim serta perlu
tidaknya Para Penggugat menarik pihak lainnya sebagai pihak
dalam perkara Aquo sepenuhnya menjadi wewenang dari Para
Penggugat (Yurisprudensi MARI No: 2823 K/Pdt/1992
Tanggal 18 Juli 1994: Bahwa Wewenang yang menentukan
siapa-siapa yang akan digugat adalah Para Penggugat).

Dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, I, I, 1V,

V, VI, VI, VIll, IX, XVII, XIX, XX, XXI harus ditolak, setidak-

tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Il. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi adalah
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara
ini;

2. Bahwa Para Penggugat (Acam bin Djakim, Hj. Yamah binti
Icin, dkk) tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan membantah/
menolak secara tegas dalil, jawaban yang diajukan Tergugat
dan Turut Tergugat I, Il, Ill, 1V, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX,
XXI kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas
kebenarannya

3. Bahwa dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, Il, lll, IV, V,
VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI pada No.2, No. 3, dan No.
4 adalah tidak jelas , kalau Tergugat dan Turut Tergugat I, Il,
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i, 1v, v, VI, VII, VI, IX, XVIII, XIX, XX, XXI keberatan atas
dalil Gugatan Para Penggugat, keberatan dan dalil
sangkalan dari Tergugat dan Turut Tergugat I, Il, 1ll, IV, V, VI,
VI, Vil IX, XVIHI,  XIX, XX, XXl mana letak
keberatannya ..... ? dan kenapa tidak diuraikan
keberatannya....?

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat (Acam bin Djakim.
dkk) pada posita No. 1 s/d No.3 yang menyatakan:

4.1.H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia pada tahun
2017 di Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat
Kabupaten Bekasi karena penyakit yang dideritanya,
sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Kematian dari
Kepala Desa Kali Jaya N0.474.3/62/Kesra/ll/2019 Tanggal
27 Februari 2019 yang dikuatkan Kecamatan Cikarang
Barat Nomor: 593/53/11/2019 Tanggal 28 Februari 2019.

4.2.Bahwa semasa hidupnya H. Hasan bin Djakim telah
menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj.

Patimah binti H. Nalih /Tergugat sebagai mana dimaksud

Surat Nikah No.4 tanggal 3 Agustus 1968 yang diterbitkan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung.

4.3.Bahwa dari perkawinan H. Hasan bin Djakim dengan Ny.
Patimah binti H. Nalih tersebut tidak dikaruniai anak.

4.4.Bahwa pada saat meninggalnya Alm. H. Hasan bin

Djakim kedua orang tuanya/Ayah-lbunya (Djakim-

Pr.Munih) telah meninggal dunia dan 3 (tiga) orang

saudara kandungnya (saudara seibu-sebapak) yang

bernama:

a. Armih binti Djakim meninggal dunia pada tahun 1975 di
Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit
yang dideritanya, bahwa semasa hidupnya Armih Binti
Djakim telah menikah dengan seorang laki-laki yang
bernama Icin sesuai dengan syariat Islam, dari
perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak
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masing-masing bernama: 1. Amud Bin Icin 2. lyam bin
Icin 3. Hj. Yamah binti Icin (Penggugat Il s/d V).
Dengan demikian anak-anak dari Almarhumah Armih
binti Djakim (Amud bin lkin, dkk) tersebut adalah Ahli
Waris pengganti dari Armih binti Djakim (Pasal 185
ayat 1 KHI : Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu
dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat
digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang
tersebut dalam Pasal 173 KHI)

b. Suroh binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun
1992 di Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten
Bekasi karena penyakit yang dideritanya, bahwa
semasa hidupnya Suroh binti Djakim telah menikah
dengan.seorang laki-laki yang bernama Jaharim sesuai
dengan syariat Islam, dari perkawinan tersebut
dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing
bernama: 1. Arsih binti Jaharim 2. Eer binti Jaharim
3. Sayono bin Jaharim 4. Ocah bin Jaharim (Turut
Tergugat-XVIII s/d XXI ). Dengan demikian anak-anak
dari Almarhumah Suroh binti Djakim (Arsih binti
Jaharim, dkk) tersebut adalah Ahli Waris pengganti dari
Almarhumah Saroh binti Djakim

c. Hj. Komboy binti Djakim telah telah meninggal dunia
pada tahun 2007 di Desa Telagamurni Kabupaten
Bekasi karena penyakit yang dideritanya, bahwa
semasa hidupnya Hj. Komboy binti Djakim telah
menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H.
Kinin sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan
tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing
bernama: 1. Hj. Isem binti H. Kinin 2. Gembor bin H.
Kinin 3. Kinah binti H. Kinin 4. Eem bin Kinah 5.
Casanah binti H. Kinin 6. Omay Komarudin bin H. Kinin
(Turut Tergugat X s/d XV) 7. H. M. Yusro bin Kinin;
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d. Bahwa Anak Kandung Hj. Komboy yang ernama H.
M. Yusro bin Kinin telah meninggal dunia tahun 2018,
semasa hidupnya H. M. Yusro bin Kinin telah menikah
dengan seorang perempuan yang bernama Hj Marlina
sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan tersebut
dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
Marsyah Shofiatun binti H. M. Yusro 2. Sahla binti H.
M. Yusro (Turut Tergugat XVI, XVII) Dengan demikian
anak dan Cucu dari Almarhumah Hj. Komboy binti
Djakim (Omay Komarudin bin H. Kinin, Sahla binti H. M.
Yusro, dkk) tersebut adalah Ahli Waris Pengganti dari
Almarhumah Hj. Komboy binti Djakim (Pasal 185 ayat
1 KHI: Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari
pada sipewaris maka kedudukannya dapat
digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang
tersebut dalam Pasal 173 KHI).

e. Bahwa Samih binti Djakim telah telah meninggal dunia
pada tahun 2021 di Desa Telagamurni Kabupaten
Bekasi karena penyakit yang dideritanya,semasa
hidupnya Samih binti Djakim telah menikah dengan
seorang laki-laki yang bernama Main sesuai dengan
syariat Islam, dari perkawinan tersebut dikaruniai
9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama: 1.
Ihsan alias Camat bin Main 2. Amih binti Main 3. Ame
binti Main 4. Hj. E. Khoerunnisa binti Main 5. Emih
binti Main 6. Eti binti Main 7. Mastuti binti Main
8. Kamal bin Main 9. Sarip bin Main (Turut Tergugat |
sld 1X) Dengan demikian anak-anak dari Almarhumah
Samih binti Djakim (Ihsan alias Camat bin Main, Sarip
bin Main, dkk) adalah Ahli Waris Pengganti dari
Almarhumah Samih binti Djakim (Pasal 185 ayat 1
KHI: Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari
pada sipewaris maka kedudukannya dapat
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digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang
tersebut dalam Pasal 173 KHI )

Dengan demikian Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut

Tergugat adalah Ahli Waris dari Alm H. Hasan bin Djakim.

Adalah sudah tepat dan benar, karena Tergugat dan Turut

Tergugat I, 11, 1N, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII, XIX, XX, XXI telah

mengakuinya sebagaimana dalil Jawaban pada No.5,6

(Yurisprudensi MARI No: 496 K/Sip /1971 Tanggal 1

September 1971: Dengan adanya pengakuan Tergugat

dianggap gugatan Penggugat telah terbukti);

5. Bahwa terhadap Dalil Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat |,
I, 1, 1V, V, VI, VII, VIIL, IX, XVIII, XIX, XX, XXI pada no.7 yang
menyatakan Bahwa Alm H. Hasan bin Djakim meninggal dunia
pada tanggal 7 Juni 2017 adalah BENAR, dalam gugatan Para
Penggugat terjadi kesalahan pengetikan sehingga di mohonkan
dalam replik ini terhadap tanggal meninggalnya H. Hasan bin
Djakim dilakukan perbaikan menjadi tanggal 07 Juni 2017
sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa
Kali Jaya No0.474.3/62/Kesra/ll/2019 Tanggal 27 Februari 2019
yang dikuatkan Kecamatan Cikarang Barat Nomor:
593/53/11/2019 Tanggal 28 Februari 2019;

6. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil Gugatan Para
Penggugat pada posita No.4,5 dan menolak secara tegas dalil
Jawaban Tergugat pada No.8, karena selain meninggalkan
Para Ahli Waris (Para Pengugat, Tergugat dan Para Turut
Tergugat) tersebut dimana Almarhum H. Hasan bin Djakim
(Pewatris) telah meninggalkan harta yaitu:

a. 7 (tujuh) Unit Mobil Colt Diesel dan 1 (satu) Unit Toyota
Kijang INOVA.

b. Sebidang Tanah seluas 4.726 M? dengan Sertifikat Hak
Milik No.2429/Kalijaya, Surat Ukur No0.2202/998 yang
diterbitkan BPN Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember
1998 atas nama H. Hasan.
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c. Sebidang Tanah seluas 3.601 M? dengan Sertifikat Hak
Milik No.2430/Kalijaya, Surat Ukur No0.2203/1998 yang
diterbitkan BPN Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember
1998 atas nama H. Hasan.

d. Sebidang Tanah seluas 3.131 M? dengan Sertifikat Hak
Milik No.2431/Kalijaya, Surat Ukur N0.2204/1998 yang
diterbitkan BPN Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember
1998 atas nama H. Hasan.

e. Sebidang Tanah seluas 4.527 M? dengan Sertifikat Hak
Milik No.2432/Kalijaya, Surat Ukur N0.2205/1998 yang
diterbitkan BPN Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember
1998 atas nama H. Hasan.

f. Sebidang Tanah seluas 696 M? dengan Sertifikat Hak Milik
No0.2437/Kalijaya, Surat Ukur No0.2210/1998 yang
diterbitkan BPN Kabupaten Bekasi Tanggal 26 Desember
1998 atas nama H. Hasan.

g. Sebidang Tanah seluas + 700 M? berikut bangunan
yang berdiri diatasnya, terletak di Kp.Cikarang Jati
RT.003 RW.006 Desa Kalijaya Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi dengan batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah Hj. Lasem
Sebelah Selatan : Tanah H . Burhanlioni
Sebelah Barat : Tanah Ibu Nemot

h. Sebidang Tanah seluas + 1.500 M? berikut bangunan
Sekolah yang berdiri di atasnya, terletak di Kp.
Cikarang Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas — batas :
Sebelah Utara : Tanah H Salam
Sebelah Timur : Tanah Bapak Didi
Sebelah Selatan : Jalan Proyek Perumahan
Sebelah Barat : Perumahan
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i. Sebidang Tanah seluas + 3.500 M2 berikut bangunan
Sekolah dan Penggilingan padi yang berdiri diatasnya,
terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut)
Sebelah Timur : Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati

j- Sebidang Tanah seluas + 8.000 M? yang terletak di Desa
Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Desel Ci Oong Sebelah
Selatan : Tanah Kavling
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati
Selanjutnya disebut Harta /Warisan peninggalan dari
Almarhum H. Hasan bin Djakim (Pasal 171 hurup (e) KHI);

8. Bahwa terhadap harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin
Djakim pada posita point a s/d f (pada posita gugatan Para
Penggugat No. 4.1 sampai dengan 4.6) telah dengan sengaja
dijual oleh Tergugat sedangkan harta pada point No 6.-g s/d |
(Posita gugatan Para Penggugat No. 4.7 sampai 4.10 ) hingga
saat sekarang ini masih tetap dikuasai oleh TERGUGAT
dengan bersama-sama Turut Tergugat 1V;

9. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat
1, 1, 1L, 1V, v, VI VI VL EX, XV XIEX, XX, XXI pada jawaan
no.8 dan yang tidak membantah dalil Gugatan Para Penggugat
pada posita No.5 a quo membuktikan adanya itikad tidak baik
(itikad buruk) dari Tergugat dan Turut Tergugat I, Il, lll, IV, V, VI,
VI, VI, IX, XVII, XIX, XX, XXI vyang tidak mau untuk
menyelesaikan sengkata dengan Para Penggugat dan Turut
Tergugat X s/d XVII secara baik-baik;
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10. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.
6,7,8,9,10 sudah tepat dan benar (telah terbukti) karena
Tergugat dan Turut Tergugat I, 11, 1lI, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVIII,
XIX, XX, XXI telah mengakuinya sebagaimana dalil jawaan
no.9 dan 10 (Yuris Prudensi MARI No: 496 K/Sip/1971
Tanggal 1 September 1971: Dengan adanya pengakuan
Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti)

11. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada posita No.11
yang menyatakan Bahwa Anak Kandung dari Aimarhumah
Hj. Komboy yang Bernama H. M. Yusro bin Kinin telah
meninggal dunia tahun 2018, dari perkawinannya dengan Hj.
Marlina dikaruniai 2 orang anak yaitu 1. Marsyah Shofiatun
binti H. M. Yusro dan 2. Sahla binti H. M. Yusro (Turut Tergugat
XVI,XVII) adalah sudah tepat dan benar, karena Tergugat dan
Turut Tergugat 1, 11, 11, 1V, V, VI, VII, VIII, IX; XVIII, XIX, XX, XXI
tidak membantahnya (Yurisprudensi MARI No.803 K/Sip/1970
Tanggal 5 Mei 1971: Hal-Hal yang diajukan Penggugat
tidak disangkal Oleh Tergugat Dapat dianggap sebagai
telah terbukti).

12. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil Gugatan Para
Penggugat pada posita N0.12,13 dan menolak secara tegas
dalil Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, Il, lll, IV, V, VI, VII,
VI, IX, XVII, XIX, XX, XXI pada No.11 karena yang
mengetahui dan yang membuat pernyataan menolak terhadap
pembagian harta Peninggalan Alm H. Hasan bin Djakim adalah
anak kandung Almarhumah Suroh binti Djakim (Turut
Tergugat XVIII s/d XXI) sebagaimana Surat Pernyataan Tanggal
12 Maret 2021.

13. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil Gugatan Para
Penggugat pada posita No.14 s/d 22 dan menolak secara tegas
dalil Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, II, lll, IV, V, VI, VI,
VI, IX, XVIII, XIX, XX, XXI pada No.12 karena:
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a. Turut Tergugat XVIII sampai dengan XXI telah menolak
warisan dari harta peninggalan Almarhum H. HASAN, maka
dalil Para Penggugat agar bagian Turut Tergugat XVIII
sampai Turut Tergugat XXI yang didapat dari harta
peninggalan Almarhum H. Hasan ditetapkan menjadi hak
Para Penggugat bersama Turut Tergugat | sampai Turut
Tergugat XVII

b. Pada Tanggal 27 Februari 2019, Hj. Patimah binti H.
Nalih /Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat
telah membuat Surat Pernyataan Waris yang tercatat di
Kantor Desa Kalijaya Nomor: 474/04/Pem/Il/2019 Tanggal
27 Februari 2019 dan Kecamatan Cikarang Barat Nomor:
593/53/11/2019 Tanggal 28 Februari 2019 yang
menerangkan dari perkawinan antara Almarhum H. Hasan
dengan Hj. Fatimah tidak mempunyai Keturunan dan
hanya meninggalkan seorang Ahli Waris/ Istri Bernama Hj.
FATIMAH Pada hal Hj. Patimah binti Nalih telah
mengetahui/patut mengetahui Bahwa selain Tergugat. Para
Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris dari
Almarhum H. Hasan bin Djakim Dengan demikian
perbuatan yang dilakukan Hj. Patimah binti Nalih /Tergugat
adalaj perbuatan melawan hukum dan Patut diduga telah
melakukan Perkara tindak pidana Pemalsuan Surat Pasal
263 KUH Pidana karenanya Surat Pernyataan Waris
Tanggal 27 Februari 2019, adalah Cacat Hukum.

c. Bahwa terhadap Surat Pernyataan Waris Tertanggal 27
Februari 2019 yang Cacat hukum tersebut telah dengan
sengaja dipergunakan Tergugat untuk menjual harta dari
peninggalan Almarhum H. Hasan bin Djakim yang terurai
pada posita Gugatan Para Penggugat point 4.1 sampai
dengan 4.6 a quo kepada pihak lain dengan demikian
perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan

melawan hukum.
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d. Bahwa sebelum Tergugat menjual harta peninggalan
Almarhum H. Hasan bin Djakim pada posita point 4.1
sampai 4.6 tersebut dimana Para Penggugat bersama Turut
Tergugat XV telah menemui dan mengajak Tergugat untuk
bermusyawarah agar harta peninggalan Almarhum H.
Hasan dari point 4.1 sampai point 4.10 dibagi sesuai hukum
waris Islam kepada seluruh Ahli Waris dan Ahli Waris
Pengganti dari Almarhum H. Hasan bin Djakim, akan tetapi
tidak ditanggapi oleh Tergugat; Dengan demikian sudah
semakin jelas adanya itikad tidak baik/Perbuatan melawan
hukum yang diajukan Tergugat.

e. Bahwa mengingat sebagian dari Harta peninggalan Alm H.
Hasan bin Djakim telah dialihkan secara melawan hukum
oleh Tergugat maka yang menjadi Obyek sengketa didalam
perkara ini adalah harta peninggalan Almarhum H. Hasan
pada posita Gugatan Para Penggugat No. 4.7 sampai
4.10.

14. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil Gugatan Para
Penggugat pada posita No.23 dan menolak secara tegas dalil
Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, Il, lll, IV, V, VI, VI, VI,
IX, XVIII, XIX, XX, XXl pada No 13 karena Bahwa pada saat
meninggalnya Alm. H. Hasan bin Djakim, kedua orang
tuanya /Ayah-lbunya (Djakim - Pr.Munih ) telah meninggal
dunia dan sekarang 4 (empat) Orang saudara kandungnya
(Saudara seibu-sebapak) yang bernama:

a. Armih binti Djakim meninggal dunia pada tahun 1975 di
Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi karena penyakit yang
dideritanya ,bahwa semasa hidupnya Armih Binti Djakim
telah menikah dengan.seorang laki-laki yang bernama Icin
sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan tersebut
dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1.
Amud bin Icin 2. lyam bin Icin 3. Hj. Yamah binti Icin

(Penggugat Il s/d 1 ) Dengan demikian anak-anak dari
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Almarhumah Armih binti Djakim (amud bin Ikin, dkk)
tersebut adalah Ahli Waris Pengganti dari Armih binti
Djakim (Pasal 185 ayat 1 KHI : Ahli Waris yang
meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali
mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI )

b. Suroh binti Djakim telah meninggal dunia pada tahun 1992
di Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi karena
penyakit yang dideritanya, bahwa semasa hidupnya Suroh
binti Djakim telah menikah dengan.seorang laki-laki yang
bernama Jaharim sesuai dengan syariat Islam, dari
perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak
masing-masing bernama: 1. Arsih binti Jaharim 2. Eer binti
Jaharim 3. Sayono bin Jaharim 4. Ocah bin Jaharim (Turut
Tergugat-XVIIl s/d XXI). Dengan demikian anak-anak dari
Almarhumah Suroh binti Djakim (Arsih binti Jaharim, dkk)
tersebut adalah Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah
Saroh binti Djakim

c. Hj. Komboy binti Djakim.telah telah meninggal dunia pada
tahun 2007 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi karena
penyakit yang dideritanya ,bahwa semasa hidupnya Hj.
Komboy binti Djakim telah menikah dengan.seorang laki-
laki yang bernama H. Kinin sesuai dengan syariat Islam,
dari perkawinan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak
masing-masing bernama: 1. Hj. Isem binti H. Kinin 2.
Gembor bin H. Kinin 3. Kinah binti H. Kinin 4. Eem bin
Kinah 5. Casanah binti H. Kinin 6. Omay Komarudin bin H.
Kinin (Turut Tergugat X s/d XV) 7. H. M. Yusro bin Kinin

d. Bahwa Anak Kandung Hj. Komboy yang bernama H. M.
Yusro bin Kinin telah meninggal dunia tahun 2018,semasa
hidupnya H. M. Yusro bin Kinin telah menikah
dengan.seorang perempuan yang bernama Hj. Marlina
sesuai dengan syariat Islam, dari perkawinan tersebut
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dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
Marsyah Shofiatun binti H. M. Yusro 2. Sahla binti H. M.
Yusro (Turut Tergugat-XVI,XVIl). Dengan demikian anak
dan Cucu dari Almarhumah Hj. Komboy binti Djakim
(Omay Komarudin bin H. Kinin, Sahla binti H. M. Yusro DKkk)
tersebut adalah Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Hj.
Komboy binti Djakim (Pasal 185 ayat 1 KHI : Ahli Waris
yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali
mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI).

e. Bahwa Samih binti Djakim telah telah meninggal dunia
pada tahun 2021 di Desa Telagamurni Kabupaten Bekasi
karena penyakit yang dideritanya,semasa hidupnya Samih
Binti Djakim telah menikah dengan.seorang laki-laki yang
bernama Main .sesuai dengan syariat Islam, dari
perkawinan tersebut dikaruniai 9 (sembilan) orang anak
masing-masing bernama : 1. lhsan alias Camat bin Main 2.
Amih binti Main 3. Ame binti Main 4. Hj. E. Khoerunnisa
binti Main 5. Emih binti Main 6. Eti binti Main 7. Mastuti
binti Main 8. Kamal bin Main 9. Sarip bin Main (Turut
Tergugat | s/d 1X). Dengan demikian anak-anak dari
Almarhumah Samih binti Djakim (lhsan alias Camat bin
Main, Sarip bin Main, dkk) adalah Ahli Waris pengganti dari
Almarhumah Samih binti Djakim (Pasal 185 ayat 1 KHI :
Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada
sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh
anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal
173 KHI)

Dengan demikian Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut

Tergugat adalah Ahli Waris dari Alm H. Hasan bin Djakim.

Adalah sudah tepat dan benar;

15. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalili Gugatan Para

Penggugat pada posita No.24 dan menolak secara tegas dalil
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Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, II, 1, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, XVIII, XIX, XX, XXI pada Nol4 karena selain menetapkan
Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat ditetapkan
sebagai Ahli Waris dari Alm H. Hasan bin Djakim dimana Para
Pengugat patut dan berdasar hukum meohon kepada Majelis
Hakim agar menetapkan harta pada posita point 4.7 sampai
dengan 4.10 tersebut di atas, berupa:

a. Sebidang Tanah seluas + 700 M? berikut bangunan yang
berdiri diatasnya, terletak di Kp.Cikarang Jati RT.003
RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat,
Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara . Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah Hj. Lasem
Sebelah Selatan : Tanah H . Burhanudin
Sebelah Barat : Tanah Ibu Nemot

b. Sebidang Tanah seluas + 1.500 M? berikut bangunan
Sekolah yang berdiri diatasnya terletak di Kp. Cikarang
Jati RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah H Salam

Sebelah Timur : Tanah Bapak Didi
Sebelah Selatan : Jalan Proyek, Perumahan
Sebelah Barat : Perumahan

c. Sebidang Tanah seluas + 3.500 M? berikut bangunan
Sekolah dan Penggilingan padi yang berdiri diatasnya,
terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat,

Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut)
Sebelah Timur : Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati
d. Sebidang Tanah seluas + 8.000 M2 yang terletak di Desa
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Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi
dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Tanah Kavling
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati
Ditetapkan sebagai harta peninggalan dari Almarhum H.

Hasan bin Djakim;

16.Bahwa selain menetapkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti
serta menetapkan harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin
Djakim, Para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim
agar menetapkan bagian masing-masing sesuai dengan hukum
Faraid;

17.Bahwa berhubung harta peninggalan Almarhum H. Hasan bin
Djakim pada posita point 4.7 sampai 4.10 dikuasai Tergugat
dengan Turut Tergugat IV, maka Para Penggugat mohon
kepada siapapun yang menguasai harta tersebut agar di hukum
menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat serta
kepada Turut Tergugat I, II, 1ll, V, VI sampai dengan Turut
Tergugat XVII sesuai dengan hak dan bagiannya masing-
masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka mohon
agar dilelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Para
Penggugat serta kepada Turut Tergugat | sampai Turut Tergugat
XVII termasuk kepada Tergugat sesuai dengan hak dan

bagiannya masing-masing;

Replik Jawaban Turut Tergugat X, XI, X1, Xl ,XI, XV, XVI, dan XVII:
1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan dan perbaikan

gugatan serta membantah/menolak secara tegas dalil, jawaban yang
diajukan Turut Tergugat X,XI,XI,XII,XIV,XV,XV|,XVII, kecuali terhadap
hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita No.1 s/d 26
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sudah tepat dan benar karena Turut Tergugat X, XI, XII, Xl ,XI, XV,

XVI, dan XVII tidak membantahnya dan bahkan telah mengakuinya

secara terus terang (Yurisprudensi MARI No.496K/Sip/1971 tanggal

1 September 1971: Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap

Gugatan Penggugat telah terbukti)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas Para Penggugat
mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili
Perkara ini kiranya berkenan memutuskan:
|l. DALAM EKSEPSI:
Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Il, 1II, IV, V, VI, VII,
VIIL, IX, XVIII, XIX, XX, XXI untuk seluruhnya
Il. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Almarhum H. Hasan bin Djakim telah meninggal dunia
pada Tahun 2017.

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum H. Hasan bin Djakim adalah:
A.3.Hj. Patimah binti H. Nalih sebagai Istri Almarhum H. Hasan.
A.4.Acam bin Djakim sebagai Adik Kandung Almarhum H. Hasan.
B. Menetapkan Keponakan Almarhum H. Hasan bin Djakim

sebagai Ahli Waris Pengganti dari 4 Saudara Kandungnya,

yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Aimarhumah Armih binti

Djakim, adalah:

1.1. Amud Bin Icin (Keponakan laki-laki).
1.2 lyam Bin Icin (Keponakan laki-laki).
1.3. Hj. Yamah Binti Icin (Keponakan Perempuan).

2. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alimarhumah Suroh binti
Djakim, adalah:
2.1. Arsih binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
2.2. Eer binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
2.3. Sayono bin Jaharim (Keponakan laki-laki).
2.4. Ocah binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
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3. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Aimarhumah Hj. Komboy
binti Djakim, adalah:
3.1. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
3.2. Gembor bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
3.3. Kinah binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
3.4. Eem bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
3.5. Casanabh binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
3.6. Omay Komarudin bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
3.7. H. M. Yusro bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
4. Sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Samih binti
Djakim, adalah:
4.1. Ihsan alias Camat bin Main (Keponakan laki-laki).
4.2. Amih binti Main (Keponakan Perempuan).
4.3. Ame binti Main (Keponakan Perempuan).
4.4. Hj. E. Khoerunnisa binti Main (Keponakan Perempuan).
4.5. Emih binti Main (Keponakan Perempuan).
4.6. Eti binti Main (Keponakan laki-laki).
4.7. Mastuti binti Main (Keponakan Perempuan).
4.8. Kamal bin Main (Keponakan laki-laki).
4.9. Sarip bin Main (Keponakan laki-laki).
5. Sebagai Ahli Waris dari Almarhum H. M. Yusro bin H. Kinin
adalah:
5.1. Marsyak Shofinatun binti H. M. Yusro (Perempuan).
5.2. Shala binti H. M. Yusro (Perempuan).
6. Menyatakan Almarhumah Armih binti Djakim telah meninggal
dunia tahun 1975.
7. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Armih binti Djakim, adalah:
7.1. Amud bin Icin (Keponakan laki-laki).
7.2. lyam bin Icin (Keponakan laki-laki).
7.3. Hj. Yamabh binti Icin (Keponakan Perempuan).
8. Menyatakan Almarhumah Suroh binti Djakim telah meninggal
dunia tahun 1992.
9. Menetapkan Ahli Waris Alimarhumah Suroh binti Djakim, adalah:
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9.1. Arsih binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
9.2. Eer binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
9.3. Sayono bin Jaharim (Keponakan laki-laki).
9.4. Ocah Binti Jaharim (Keponakan Perempuan).
10. Menyatakan Almarhumah Hj. Komboy binti Djakim telah
meninggal dunia tahun 2007.
11. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Hj. Komboy binti Djakim,
adalah:
11.1. Hj. Isem binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
11.2. Gembor bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
11.3. Kinah binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
11.4. Eem bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
11.5. Casanah binti H. Kinin (Keponakan Perempuan).
11.6. Omay Komarudin bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
11.7. H. M. Yusro bin H. Kinin (Keponakan laki-laki).
12. Menyatakan Almarhumah Samih binti Djakim telah meninggal
dunia tahun 2021.
13. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Samih binti Djakim,
adalah:
13.1. Ihsan alias Camat bin Main (Keponakan laki-laki)
13.2. Amih binti Main (Keponakan Perempuan).
13.3. Ame binti Main (Keponakan Perempuan).
13.4.Hj. E. Khoerunnisa binti Main (Keponakan Perempuan).
13.5. Emih binti Main (Keponakan Perempuan).
13.6. Eti binti Main (Keponakan laki-laki).
13.7. Mastuti binti Main (Keponakan Perempuan).
13.8. Kamal bin Main (Keponakan laki-laki).
13.9. Sarip bin Main (Keponakan laki-laki).
14. Menyatakan H. M. Yusro bin H. Kinin telah meninggal dunia
tahun 2018.
15. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H. M. Yusro bin Kinin
adalah:
15.1. Marsha Safinatun Naja binti H. M Yusro (Anak)
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15.2. Sahla binti H. M. Yusro (Anak).

16. Menetapkan Surat Pernyataan Waris Tanggal 27 Februari
2019 yang dibuat Tergugat yang menerangkan Ahli Waris
Almarhum H. Hasan bin Djakim hanya Tergugat adalah tidak
sah dan tidak berkekuatan hukum;

17. Menetapkan harta peninggalan berupa:

17.a. Tanah seluas + 700 M? berikut bangunan yang
berdiri diatasnya, terletak di Kp. Cikarang Jati
RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Timur : Tanah Hj. Lasem
Sebelah Selatan : Tanah H . Burhanudin
Sebelah Barat : Tanah Ibu Nemot

17.b. Tanah seluas + 1.500 M? berikut bangunan Sekolah
yang berdiri diatasnya terletak di Kp.Cikarang Jati
RT.003 RW.006 Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang
Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H Salam

Sebelah Timur : Tanah Bapak Didi
Sebelah Selatan : Jalan Proyek, Perumahan
Sebelah Barat : Perumahan

17.c. Tanah seluas + 3.500 M? berikut bangunan Sekolah
dan Penggilingan padi yang berdiri diatasnya,
terletak di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang

Barat, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut)
Sebelah Timur : Desel Ci Oong

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati
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17.d Tanah seluas + 8.000 M? yang terletak di Desa
Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten

Bekasi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Desel Ci Oong
Sebelah Selatan : Tanah Kavling
Sebelah Barat : Tanah Sawah Hj. Nati

Adalah harta peninggalan dari Almarhum H. HASAN Bin
DJAKIM yang belum dibagi kepada Ahli Waris dan Ahli
Waris Penggantinya;

18. Menyatakan Surat Pernyataan Tanggal 12 Maret 2021 yang
dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat XVIII, XIX, XX

dan XXI adalah sah dan berkekuatan hukum;

19. Menetapkan bagian Turut Tergugat XVIII sampai Turut
Tergugat XXI yang didapat dari harta peninggalan Almarhum
H. Hasan bin Djakim menjadi hak Para Penggugat
dengan Turut Tergugat | sampai Turut Tergugat XVII sesuai
dengan bagiannya masing-masing;

20. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat IV atau siapapun
yang menguasai dan mengaku pebagai pemilik tanah dari
harta peninggalan Almarhum H. Hasan untuk menyerahkan
tanah tersebut kepada Para Penggugat serta kepada Turut
Tergugat | sampai dengan Turut Tergugat XVII sesuai dengan
bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi
secara natura maka mohon agar dilelang Negara dan hasilnya
dibagi kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat serta
kepada Turut Tergugat | sampai Turut Tergugat XVII sesuai

dengan hak dan bagiannya masing-masing;

21. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan/atau Kasasi;

22. Menghukum Tergugat serta kepada Para Turut Tergugat untuk
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patuh terhadap isi putusan perkara ini.

23. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk
membayar biaya dalam perkara ini dengan secara tanggung

renteng;

Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain Para
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Replik Eksepsi Tergugat dan Duplik Pokok Perkara Tergugat, Turut
Tergugat |, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat lll, Turut Tergugat IV,
Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut
Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIll, Turut Tergugat

XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI
Bahwa atas jawaban eksepsi dan replik yang disampaikan Para

Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat |, Turut Tergugat Il, Turut
Tergugat Ill, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut
Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII,
Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI menyampaikan
replik eksepsi dan duplik secara elekronik tanggal 30 Agustus 2023 yang
pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat | sampai Turut Tergugat IX dan Turut
Tergugat XVIII sampai Turut Tergugat XXI tetap pada dalil-dalil
eksepsi;

2. Bahwa jawaban point 1.3 tidak benar, Para Penggugat terkait harta
yang digugat pada gugatan point 4.1 sampai dengan 4.10 objek tidak
jelas, karena tidak disebutkan batas-batasannya, luas tanahnya dan
nomor surat tanah yang digugat;

3. Bahwa benar, sebagian besar harta peninggalan Almarhum H.
Hasan bin Djakim tersebut sudah di wakafkan;

4. Bahwa jawaban tidak benar, tetap penjelasannya sama sekali tidak
menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai hari dan tanggal

kematian dari Almarhum H. Hasan bin Djakim dan saudara-

Hal. 68 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung dari Almarhum yang lebih dulu meninggal dunia,
maka Para Penggugat mensomer yang menjadi dalil-dalil atas
jawaban tersebut;

5. Bahwa pada jawaban Para Penggugat tidak benar, tidak dibuat
secara sistematis, cermat dan terang serta tidak memenuhi syarat
formil dan materil gugatan sehingga oleh karenanya Gugatan Para
Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijik);

6. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dikarenakan
tidak menyebutkan dasar hukum hubungan Para Ahli Waris baik
dalam garis perkawinan ataupun keturunan. Makan dari itu

7. Bahwa pada jawaban point 1.6 mengenai pernyataan Tergugat tidak
benar;

8. Bahwa mengenai jawaban point 1.8 Para Penggugat tidak benar;

9. Bahwa dalam jawaban Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum
dalam posita tidak menjelaskan secara eksplisit dasar yang menjadi
“Gugatan” Para Penggugat dan juga dalam posita tidak disebutkan
peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum
sehingga oleh karenanya “Gugatan Hak Waris” Para Penggugat tidak
memiliki dasar hukum (rechts ground), Maka dari itu Jadi Tergugat
dan Turut Tergugat tidak dapat menjawab secara jelas apa harta
yang digugat merupakan harta milik Almarhum H. Hasan bin
Djakim atau milik orang lain;

10. Bahwa dalam jawaban pun Para Penggugat tidak jelas mengenai
antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan terdapat
pertentangan dalil, selain itu “Gugatan Hak Waris” Para Penggugat
juga tidak bersinergi dan tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi
antara posita dan petitum yaitu:

a. bahwa pada petitum 18 dan 19 tidak dijelaskan dalam posita
gugatan waris Para Penggugat maksud dan tujuan potitum
tersebut karena bukan wewenang absolut Pengadilan Agama
Cikarang;

b. bahwa pada petitum 6, 8, 10, 12, 14 dan 16 terkait menetapkan
seseorang telah meninggal dunia bukanlah wewenang Majelis
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Hakim, maka dari gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan
tidak memiliki dasar hukum;

11. Bahwa jawaban tidak benar, gugatan Para Penggugat eror in

persona kurang pihak atau tidak lengkap yaitu:

11.1 Bahwa Suami yang Bernama Main dari Almarhum Samih
(Saudara Kandung dari Almarhum H. Hasan bin Djakim) tidak
dijadikan pihak dan tidak termasuk sebagai Ahli Waris;

11.2 Bahwa istri Bernama Hj. Marlina dari Ahli Waris Pengganti H.
M. Yusro Bin Kinin tidak dijadikan pihak dan tidak termasuk
sebagai Ahli Waris;

11.3 Bahwa dari semua yang dijadikan pihak seperti Penggugat,
Tergugat atau pun Turut Tergugat tidak lengkap, maka
gugatan tersebut kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang pada Dalil-dalil dalam Jawaban
semula yang telah diajukan pada tanggal 18 Agustus 2023;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh Dalil-dalil dalam Replik
yang diajukan oleh Penggugat, kecuali mengenai Hal-hal yang secara
tegas diakui akan kebenarannya oleh Tergugat;

3. Bahwa seluruh Dalil-dalil dalam Replik Penggugat harus ditolak, karena
seluruh Dalil-dalil dalam Replik Penggugat tidak jelas, tidak memiliki
dasar hukum dan sangat membingungkan, tidak memenuhi hukum
acara, adapun ketidak jelasan Replik tersebut sebagai berikut:

a. Bahwa isi Replik sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan
lengkap tentang pokok permasalahan gugatan hak waris diajukan
malah hanya menyebutkan harta peninggalan Almarhum H. Hasan
bin Djakim yang tidak diketahui kebenarannya, dalil-dalil Replik
yang disampaikan oleh Penggugat terlihat membingungkan atau
kabur (obscuur) dalam menjelaskan fakta suatu keadaan yang
sebenarnya.

b. Bahwa Replik Penggugat tidak dibuat secara sistematis, cermat dan
terang serta tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga oleh
karenanya Replik Penggugat tidak terang atau isinya gelap
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(onduidelijk)

c. Bahwa Replik Penggugat a quo tidak memiliki dasar hukum dalam
posita tidak menjelaskan secara eksplisit dasar yang menjadi
gugatan hak waris dan juga dalam posita tidak disebutkan peraturan
perundang-undangan yang menjadi landasan hukum gugatan hak
waris sehingga karenanya Replik Penggugat tidak memiliki dasar
hukum (rechts ground)

d. Bahwa replik Penggugat sangat tidak jelas antara posita dan
petitumnya tidak saling mendukung dan terdapat pertentangan dalil
selain itu Replik Penggugat juga tidak bersinergi dan tidak terbina
sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitumnya, maka
karenanya Replik Pemohon telah sangat tidak jelas dan patut secara
hukum dinyatakan obscuur libel

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Agama Cikarang agar memeriksa, menguji dan

berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut;

PRIMER:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (eror in persona);

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas “kabur” (obscuur libel);

4. Menyatakan Pengadilan Agama Cikarang tidak berwenang mengadili
sebagiannya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban eksepsi dan replik yang disampaikan Para
Penggugat, ternyata Turut Tergugat X s/d Turut Tergugat XVII tidak
menyampaikan duplik secara elekronik, meskipun telah diperintahkan
untuk mengupload pada aplikasi ecourt tanggal 31 Agustus 2023;

Hal. 71 dari 134 hal Putusan Nomor 1732/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari
Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal
5 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah terkait eksepsi kompetensi absolute yang
diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat
111, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat
VI, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat XVIII, Turut
Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI;

Bukti Para Penggugat
Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:
1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216080110560001 atas nama
Ancam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi
Provinsi Jawa Barat, tanggal 26 April 2013, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.1a,

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216080202110340 atas nama
Acam yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Barat
Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2011,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.1b;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216080510540001 atas nama
Amud yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi
Jawa Barat, tanggal 30 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2a;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216080404073688 atas nama
Amud yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal
5 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,
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telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2b;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216081310480001 atas nama
lyam yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provinsi
Jawa Barat, tanggal 27 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3a;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216080404075133 atas nama lyam
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 11 Oktober
2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.3b;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216085002600007 atas nama
Hj. Yamah binti Icin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Februari 2016, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.4a;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216080910110006 atas hama Maih
bin Aya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, tanggal 2
Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4b;

9. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/112/IV/Ks/2021 atas nama Jakim
yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2021 oleh Kepala Desa
Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.5a;

10. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/113/IV/Ks/2021 atas nama

Munih dikeluarkan pada tanggal 19 April 2021 oleh Kepala Desa
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